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ABSTRAK 

M NASIR, 2018. Penerapan £-Procurement Pemerintah Terhadap Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Sulawesi Barat ( dibimbing oleh: Dr. 
Zulkarnain Umar, M. Si dan Made Yudhi Setiani,S.IP,M.Si,Ph.D) 

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini Peraturan Presiden 
RI Nomor 54 Tahun 2010 itu mengatur pengadaan barang dan jasa yang 
dilakukan oleh lingkup instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena banyaknya 
pemaasalahan-pemaasalahan yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa 
yang mengakibatkan terjadinya kolusi secara negatif antara pengelola 
pemerintahan dengan pengusaha, yang pada gilirannya merugikan keuangan 
Negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai 
bagian dari paradigma alamiah dilakukan oleh peneliti dengan asumsi bahwa 
setiap konteks yang terkait dengan penelitian bersifat kritis sehingga masing­
masing memberikan andil secara kontekstual terhadap data-data lapangan. 

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan £­
Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi 

Sulawesi Barat, meliputi: a. Tata Cara Pelak:sanaan Pengadaan Barang/Jasa 
berdasarkan penilaian tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjukkan 
bahwa sudah sepenuhnya mengacu kepada Standar Operasional Pengelolaan yang 
sudah ditetapkan; b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), berdasarkan 
penilaian penerapan pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa sudah 
sepenuhnya melakukan pelelangan menggunak:an Aplikasi System Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE). Tercapainya tujuan tersebut, pemerintah diharapkan 
dapat menciptakan efisiensi belanja negara dan belanja daerah dalam rangka 
percepatan pelaksanaan APBD/APBN. E-procurement ini dilakukan dengan 

menggunakan sistem yang dibuat sedemikian rupa berbasis informasi teknologi 
yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Sulawesi Barat. 

Kata Kunci: Penerapan e-procurement, pengadaan barang dan jasa. 
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ABSTRACT 

M NASIR, 2018. Implementation of Government £-Procurement on Procurement 
of Goods and Services in West Sulawesi Province (guided by: Dr. Zulkarnain 

Umar, M. Si and Made Yudhi Setiani, S.IP, M.Si, Ph.D.) 
The main issues discussed in this research Presidential Regulation No. 54 

of 2010 that regulate the procurement of goods and services made by the scope of 

government agencies. This is due to the many problems occurring in the 
procurement of goods and services resulting in negative collusion between 
government managers and employers, which in tum is detrimental to the State's 
fmances. The method used is qualitative. Qualitative research as part of the 
natural paradigm is carried out by the researcher with the assumption that every 
context related to the research is critical so that each contribute contextually to the 
field data 

The findings of this study indicate that the application of Government E~ 
Procurement to the procurement of goods and services in West Sulawesi Province, 
includes: a. Procurement Procedures based on the assessment of procedures for 
the procurement of goods I services shows that it is fully referring to the Standards 
Operational Management that has been established~ b Electronic Procurement 

System Application (SPSE), based on the appraisal of the procurement of goods 
and services shows that it has fully conducted the auction using the Electronic 
Procurement System Application (SPSE). Achieving these objectives, the 
government is expected to create efficiency of state expenditure and regional 
expenditure in order to accelerate the implementation of APBD I APBN. E­
procurement is done by using a system made in such a way based on infonnation 
technology ie Electronic Procurement System (SPSE) organized by Electronic 
Procurement Service (LPSE) in West Sulawesi Province. 

Keywords: Implementation of e-procurement, procurement of goods and services. 

ii 
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BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran Umum Provinsi Sulawesi 

Barat, Gambaran Umum Dinas Infokom, Peersandian dan Statistik daerah 

Provinsi Sulawesi Barat, gambaran umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah di Indonesia, gambaran umum pengadaan yang dilaksanakan oleh 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan yang 

dilaksanakan o leh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah itu dibahas 

mengenai penerapan pengadaan barang jasa elektronik (£-Procurement) yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat). 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat 

1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat pulau sulawesi yang 

terletak pada posisi 0012'- 3038' Lintang Selatan dan 118043' 15 " -1 19054'3" 

Bujur T imur (Sulbar Dalam Angka, BPS, 2016). Luas wilayah Sulawesi Barat 

adalah berupa daratan seluas 16.787, 18 km
2 

sedangkan luas wilayah taut 

sebesar 20.342 km
2 

dengan panjang garis pantai sebesar 677 km serta jumlah 

pulau-pulau kecil sebanyak 40, dimana terdiri atas 69 Kecarnatan, 575 Desa 

dan 71 Kelurahan. Adapun batas Administrasi wilayah Provinsi Sulawesi Barat 

sebagai be rikut : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 

Tengah 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan 3. 
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Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan 4. Sebelah Barat 

berbatasan dengan Selat Makassar 

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang 

pemerintahan, dimana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang 

terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu 

Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 2° 38' 45" 

LS-3° 38' 15"LSdan118° 45'00"BT-119° 4 '45"LS,denganjarakkeibu kota 

provinsi 143 Km. 

b. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 3° 

4' lO"LS-3° 32'00"LSdanli8° 40'27"BT-119° 29' 41 "BT,dengan jarak ke ibu 

kota provinsi 199 Km. 

c. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 2° 39' 216" 

LS - 3° 19' 288" LS dan 119° 0' 216" BT - 119° 38' 144" BT, dengan jarak 

ke ibu kota provinsi 292 km. 

d. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 2° 8' 7" LS -

2° 57' 50" LS dan 117° 3' 57'' BT- 119° 51 ' 17" BT. 

e. Kabupaten Mamuju Utara dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi 
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o0 40' 10"LS-1° 50' 12"LSdanll 9° 25'26"BT-1 19° 50'20"BT,dengan jarak 

ke ibu kota provinsi 276 km. 

f. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Ibu 

Kota Tobadak. Terletak pada posisi 1° 43 ' 33" LS- 2° 18' 54" LS dan 1190 

T 35" BT - 1190 52' 18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 

km. 

If NO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

TABEL4.1 
LUAS WILAYAH MENURUT KABUPATEN 

01 PROVINSI SULAWESI BARAT 

- - -. 
PERSINTASE 

XABUPA'~Zff -·~-- li· UJAS(KM') I:J;. 1,?. n:JUW)AfLUAS 
~ --- "" -SULA WI'.SI BARAT 

Majenc 947,84 5,65 

Polewali Mandar 1.715,65 10,58 

Mamasa 3.005,88 17,91 

Mamuju 4.999,69 29,78 

Mamuju Utara 3.043,75 18,13 

Mamuju Tengah 3.014.37 17,96 

,,. 

l~~: 100.00 
£"1~-t;~ 

TOTAL (PROVINSJ) 16.787,11 
'- ~.., It _1 ; ._ 

Sumber : BPS, Sulam!si Barat Dalam Ar.gka 20 I 6 

Kabupaten dengan luas wi layah terbesar adalah Kabupaten Mamuju dengan 

luas 4.999,69 Km2 atau sekitar 29,78 persen terhadap luas Provinsi Sulawesi 

Barat, sedangkan kabupaten dengan luas wilayah terkecil yaitu Kabupaten 

2 
Majene dengan luas sekitar 947,84 km atau hanya sebesar 5,65 persen 
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terhadap luas Provinsi Sulawesi Barat. Peta Sulawesi Barat dapat dilihat pada 

Gambar berikut : 

Sumber: R1RW Prov. Sulbor 2014·2034 

GAMBAR 4.1 
PETA ADMINISTRASI 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

tiiJ'l. III.Wf.W ,. ... QVhilll 
' t#WWla•f a.- it• l· 

... ~-·~ 

I .. ..,... .... _ 
I 
i 
I 

l I ... --~ 

· - • ..... -or, 

l -· .. ---
1 - ~-· .. ~·~- · •• 

! 

--··· I--

l I 
·- -- --· ._ .. ... ·---··. ·~!! -. :.:··-· ........... ·~.. 'I 
-· • ~ ·•• •u ••-' • """.,. • "",..,. ' \ 

li 
•j 
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1.2. Letak dan Kondisi Geografis 

Provinsi Sulawesi Barat berada terletak pada posisi 0012' - 3038' Lintang 

Selatan dan 118043'15" -119054' 3" Bujur Timur (Sulbar Dalam Angka, BPS, 

2016). Memiliki letak strategis, berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, 

Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Wilayah provinsi ini juga berhadapan 

langsung dengan Selat Makassar tepatnya di Alur Laut Kepulauan Indonesia 

(ALKI II), merupakan koridor tol maritim nasional melalui selat Makassar 

yang terpadu dengan arus transportasi laut global angkutan barang (tangker, 

petikemas) serta menjadi jalur lalu lintas pelayaran intemasional. Dari aspek 

perdagangan, memegang peran penting sebagai pintu gerbang perdagangan 

dunia (Filipina dan Malaysia) Posisi yang dianggap sangat menguntungkan, 

karena akan memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi 

wilayah ke depan. 

1.3. Topografi 

Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervariasi, dari datar, 

berbukit sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar 

dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju 

Utara sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai 

bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga 

memiliki banyak aliran sunga1 yang cukup besar dan berpotensi untuk 

dikembangkan. 

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di 

beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan 
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ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di 

Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu 

sekitar 70 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian 

tengah ke tirnur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah yang 

terbentuk merupakan wilayah yang curam. 

1.4. Demografi. 

a. Jumlah Penduduk 

Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 16.787,18 Km2 memiliki 

jumlah penduduk sekitar 1.282.162 jiwa (BPS tahun 20 15), dengan rincian 

penduduk laki-laki sebanyak 643.118 jiwa dan penduduk perempuan 

sebanyak 639.044 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,64 artinya 

penduduk laki- laki lebih banyak kurang lebih sekitar 1 (satu) persen dari 

penduduk perempuan. Adapun kepadatan penduduk sebesar 76 jiwa!Km2. 

TABEL 4 .2 
JUMLAH PENDUDUK SULAWESI BARAT TAHUN 2005-2015 
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Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 

32,97 persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,40 

persen dari total penduduk di Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 
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kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di 

Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 209 jiwalkm
2

, 

scJanjutnya Kabupaten Majene sebesar 172 jiwa/km
2

, Kabupaten Mamuju 

53 jiwalkm
2

, Kabupaten Mamasa 52 jiwa!km
2

, Kabupaten Mamuju Utara 

sebesar 51 km
2 

serta terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 40 

00 a/km2 
JIW o 

TABEL 4.3 
DISTRUBUSI KEPADATAN PENDUDUK MENURUT 

KABUPATENDAN PROVINSI TAHUN 2015 
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Sumber: Sulbar Dalam Angka 2016 

2. Gambaran Umum Dinas Komiofo, Statistik dan Persandian Daerah 

ool 

I 
I 

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Daerah merupakan salah satu Dinas 

yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk pada tahun 2016 melalui 

Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Struktur dan Kelembagaan Dinas di 

Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Daerah 
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sebelumnya Tahun 2016 melekat pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi 

Barat dengan nomenkelatur Dinas Perhubungan dan Kominfo. 

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Daerah dikepalai oleh Pejabat Eselon 

2 (Dua) yaitu Bapak Drs. H. Muzakkir Kulase, MM. Dinas Kominfo, Statistik dan 

Persandian Daerah memiliki 5 (Lima) Eselon 3 (Tiga) yaitu l(Satu) Sekretaris 

Dinas dan 4 (Empat) Kepala Bidang Teknis serta 15 (Lima Belas) Eselon IV dan 

satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Adapun Struktur Organisasinya 

sebagai berikut : 

GAMBAR 4 .2 
STRUKTUR ORGANISASI 
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Berdasarkan Peraturan Daerah No. 45 Tahun 2016 Ten tang Kedudukan, Tugas 

Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

memiliki tugas pok dan fungsi sbb: 

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), mempunyai tugas 

membantu Gubemur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, 

pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Korninfo 

meliputi Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, Bidang 

Tekhnologi Informasi, Komunikasi dan Statistik, Bidang Pelayanan E­

Government dan Bidang Persandian. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, 

lnformatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun rencana daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian 

dan Statistik berdasarkan rencana daerah dan nasional ; 

b. perurnusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Teknologi 

Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik; dan 

c. pengoordinasian dan pembinaan UPTD. 

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Jnformatika, Persandian dan Statistik 

Daerah, terdiri dari : 
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1. Sekretariat ; 

a. Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan 

pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan dinas Komunikasi, lnformatika, Persandian dan Statistik. 

b. Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

1) koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran; 

2) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinelja; 

3) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan 

urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; 

4) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, 

perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta 

urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi; 

5) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan 

fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; 

6) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

7) koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas 

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan 

8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c. Sekretariat memiliki tiga Sub Bagian menyelenggarakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan; Memiliki tugas dan fungsi sbb : 
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a) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Seksi 

program dan keuangan~ 

b) melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana 

program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang~ 

c) melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan 

rencana kerja (renja) dinas; 

d) melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan 

pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)~ 

e) melaksanakan pengurnpulan dan rekapitulasi semua laporan 

kegiatan bulanan dinas~ 

f) melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah 

(LKjiP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain; 

g) melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, 

dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing­

masing bidang; 

h) melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan 

kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang; 

i) melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan 

anggaran; 

j) melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja 

terkait; 

k) melaksanakan monitoring, eva1uasi dan pelaporan; dan 
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I) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; Memiliki tugas dan fungsi sbb : 

a) menyiapkan baban penatausahaan dan pembinaan administrasi 

keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta 

hak.-hak lain; 

b) melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas; 

c) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan 

negara bukan pajak dan pelaporan keuangan; 

d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan 

evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi 

bendahara; 

e) melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil 

pemeriksaan (lhp) danlatau laporan hasil audit (lha); 

f) melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan 

pelaporan keuangan dinas; 

g) melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan 

din as; 

h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan 

pertanggungjawaban keuangan dinas; 

i) melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana 

kebutuhan perlengkapan dinas; 

j) melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset; 
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k) melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan pendistribusian 

dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas~ 

dan 

l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian~ Memiliki tugas dan fungsi sbb : 

a) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Umum dan 

Kepegawaia~ 

b) melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi 

kepegawaian rneliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 

cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala~ 

c) melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan 

penerapan Sistem Inforrnasi Kepegawaian (SIMPEG)~ 

d) melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian 

melalui Sis tern Informasi Kepegawaian (SIMPEG ); 

e) melaksanakan anal isis jabatan dan anaJ isis beban kerja pegawai~ 

f) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk 

dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya~ 

g) melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan 

yang dinamis~ dan 

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi lnformasi 

a. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Tnformasi sebagaimana 

dimaksud mempunyai Tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan 
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kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi , 

dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup 

pemerintah daerab, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan 

Nasional dan pemerintah daerab, Pelayanan Informasi Publik, 

Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi 

Publik di Provinsi. 

b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi 

Informasi menyelenggarakan fungsi : 

1) penyusunan program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan 

Desiminasi Informasi~ 

2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini 

dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan 

lnformasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah 

daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas 

Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi; 

3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dlbidang Pengelolaan Opini 

dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintab daerah, Pengelolaan 

Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah 

daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas 

Selctoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi; 

4) penyiapan bahan penyusunan norma, stan dar, prosedur, dan kriteria 

penyelenggaraan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di 
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lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung 

Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi 

Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik di Provinsi; 

5) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang 

PengeloJaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, 

Pengelolaan Inforrnasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan 

pemerintah daerah, Pelayanan lnformasi Publik, Penyediaan Konten 

Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan 

6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan 

Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi 

untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, 

Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan 

Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi. 

7) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan. 

c. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi memiliki tiga seksi sbb: 

1) Seksi Monitoring Pendapat Umum dan Pengaduan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, mempunyai tugas : 

a) penytapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opm1 

publik; 

b) penyiapan bah an pelayanan komunikasi publik; 

c) penyiapan bahan koordirlasi dan kerja sama kelembagaan mengenat 

layanan komunikasi publik; 
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d) pelaksanaan monitoring media massa; 

e) penyiapan bahan dialog dan fasilitasi komunikasi publik; 

t) penyiapan bahan sosialisasi kebijakan pemerintah; 
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g) penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan 

pengelolaan opini publik; dan 

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2) Seksi Komunikasi Lintas Sektoral, Pengolahan dan Analisa Data, 

mempunyai tugas : 

a) melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas 

sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; 

b) menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data infonnasi untuk 

mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan 

daerah di Provinsi; 

c) melakukan pemantauan dan evaluasi dalam mengolah dan analisa data 

lingkup pemerintah Provinsi; 

d) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

e) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3) Seksi Kom~ikasi Publik dan Desiminasi lnfonnasi mempunyai tugas: 

a) melakukan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi 

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008; 

b) melakukan pelayanan infonnasi publik untuk implementasi Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten tang keterbukaan infonnasi publik; 

c) melakukan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi; 
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d) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

e) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik; 

a. Bidang Teknologi lnformasi Komunikasi dan Statistik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 215 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan infrastruktur 

dasar data center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah 

Provinsi. 

b. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik dalam 

melaksanakan mempunyai Tugas dan fungsi : 

1) perumusan kebijakan dibidang infrastruktur dasar Data Center, 

Disaster Recovery Center & TIK Pernerintah Daerah Provinsi, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e­

Governmenl dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah 

Provinsi; 

2) pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dasar Data Center, 

Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan manajemen data inforrnasi e-Govemment, integrasi layanan 
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publik dan kepemerintahan, Jayanan kearnanan informasi e­

Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah 

Daerah Provinsi~ 

3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan 

dibidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center 

& TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet 

dan penggunaan akses internet, Jayanan manajemen data informasi e­

Goverrunent, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan 

keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah Provinsi; 

4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang 

infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK 

Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan 

penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e­

Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan 

keamanan informasi e-Govemment dan layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah Provinsi . 

c. Bidang Teknologi Informasi, Kornunikasi dan Statistik, mempunyai Tiga 

Seksi terdiri dari : 

l) Seksi lnfrastruktur Teknologi mempunyai tugas : 

a) melakukan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data 

Center (DC) dan Disaster Recoveri Center (DR C); 
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b) melakukan layananpengembangan dan inovasi TIK dalam 

implementasi e-Gevernment; 

c) melakukan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan 

infrstruktur dan teknologi informatika, Government Cloud 

Computing; 

d) melalrukan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan 

publik; 

e) melakukan layanan filtering konten negatif; 

f) melakukan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; dan 

g) melalrukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2. Seksi Layanan Data Sektoral dan Integrasi Sistem lnformasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 hurufb, mempunyai tugas : 

a) melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas 

sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; 

b) melakukan pengolahan dan analisa data informasi untuk 

mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan 

daerah di Provinsi; 

c) melakukan pemantauan dan evaJuasi dalam mengolah dan analisa 

data lingkup pemerintah Provinsi; 

d) melalrukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

e) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas : 
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a) melakukan layanan monitoring terfik elektronik~ 

b) melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi ~ 

c) melakukan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

dibidang keamanan informasi ~ 

d) melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik 

pemerintah daerah, pelaksanaan audit tik, penyelenggaraan internet 

sehat, kreatif, inovatif dan produktif~ 

e) melakukan layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi 

pemerintah; 

f) melakukan layanan bimbingan teknis dalam pernanfaatan sistem 

komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan 

g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

4. Bidang Layanan £-Government; dan 

a. Bidang Layanan E-Government sebagaimana dimaksud mempunyai 

tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, evaJuasi, dan pelaporan dibidang 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TlK Smart 

Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief 

Information Officer (GCIO) pemerintah daerah provinsi dan masyarakal 
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b. Bidang Layanan E-Government sebagaimana dimaksud mempunyru 

tugas : 

1) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi; 

2) melaksanakan penyiapan nama domain dan sub domain bagi lembaga 

pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan government chief 

information officer, pengembangan sumber daya tik pemerintah 

daerah provinsi dan masyarakat provinsi; 

3) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur 

dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi; 

4) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesif.tk dan 

suplemen yang terintegrasi; dan 

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c. Bidang Layanan E-Government rnempunyai Tiga Seksi, mempunya1 

tugas : 

1) Seksi Pengembangan Aplikasi; 

a) melakukan layanan pemerintahan aplikasi kepemerintahan dan 

publik; dan 

b) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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dimaksud, mempunyai tugas : 
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sebagaimana 

a) melakukan layanan pengembangan bussiness proces re-

engenering pelayanan di lingkungan pemerintah dan non 

pemerintah (stakeholder smart city)~ 

b) melakukan layanan sistem informasi smart city; 

c) melakukan layanan interaktif pemeri ntah dan masyarakat; 

d) melakukan layanan penyediaan sarana dan prasarana 

pengendalian smart city; 

e) melakukan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain 

instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, 

pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub 

domain terhadap domain yang te lah ditetapkan oleh pemerintah 

pusat; 

f) melakukan layanan pengelolaan domain dan sub domain 

pemerintah daerah kabupaten!kota; 

g) melakukan layanan peningkatan kapasitasaparatur dalam 

pengelolaan domain, portal dan website1 menetapkan dan 

mengubah nama pejbat domain, menetapkan dan mengubah 

nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama 

domain, sub domain~ dan 

h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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mempunyai tugas : 
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sebagairnana dimaksud 

a) melakukan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu 

implementasi e-government kabupaten /kota; 

b) rnelakukan layanan koordinasi kerja sarna lintas organisasi 

perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas 

pemerintah pusat serta non pemerintah; 

c) melakukan layanan integrasi tik dan e-government pemerintah 

daerah kabupaten/kota; 

d) melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan 

sertifikasi teknis bidang tik; 

e) rnelakukan layanan peningkatan kapasitas rnasyarakat dalam 

irnplernentasi e-government dan smart city; 

f) melakukan layanan implementasi government dan smart city, 

promosi pernanfaatan Jayanan smart city; dan 

g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

5. Bidang Persandian. 

a. Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 215 huruf e, 

mempunyai Lugas Penyelenggaraan operasional kegiatan Sandi dan 

Telekomunikasi . 

b. Bidang Persandian Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud 

dalam ayat ( 1 ), menyelenggarakan fungsi : 

1) penyusunan program kerja Bidang Sandi dan Telekomunikasi; 
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2) pengkajian bahan kebijakan umum Sandi dan Telekomunikasi; 

3) pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi; 

4) pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi; 

5) pengkajian bahan, pemberian petunjuk teknis dan mengoordinir 

pelayanan Operasional Sandi dan Telekomunikasi; 

6) koordinasi dengan unit ketja terkait; dan 

7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c. Bidang Persandian, memiliki tiga seksi terdiri atas : 

l ) Seksi Tata Ketola Persandian sebagaimana dimaksud mempunyai 

tugas: 

a) menyiapkan bahan Perumusan kebijakan keamanan informasi di 

lingkungan pemerintah daerah; 

b) menyusun peraturan teknis pengelo1an informasi berklasifikasi; 

c) menyusun peraturan teknis pengelolan sumber daya persandian 

yang meliputi pengelolaan sumber daya , perangkat keras 

persandian sandi, perangkat .lunak persandian dan jaring 

komunikasi sandi; 

d) melakukan pengelolaan inforrnasi berklasifikasi melalui 

pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah; 

e) melakukan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi 

sumber daya yang meliputi sumber daya manusia sandi, 

perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan 

jaring komunikasi sandi ; 
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f) melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik 

pemerintah daerah ~ 

g) menyiapkan bahan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan 

penghancuran informasi berklasifikasi~ 

h) menyiapan rencana kebutuhan surnber daya manusia sandi~ 

i) melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui 

program pendidikan, pelatihan, fasilitasi , asistensi, bimbingan 

tehnis, workshop dan/atau seminar~ 

j ) melakukan pengembangan kompetensi surnber daya manus1a 

sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasi litasi, asistensi, 

bimbingan tehnis, workshop dan/atau seminar~ 

k) menyiapkan bahan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan 

pemusnahan perangkat keras dan perangkat Junak~ 

I) melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak 

persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi 

sandi ~ dan 

m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 229 huruf b, mempunyai tugas : 

a) menyusun peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar 

perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan 

provmst~ 
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b) menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi 

sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten!kota di 

lingkungan provinsi; 

c) menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi 

sandi; 

d) melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan 

informasi; 

e) menyiapkan bahan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian 

dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat 

daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di 

lingkungan provinsi; 

f) menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam 

rangka operasional komunikasi sandi antar kabupaten/kota di 

lingkungan provinsi; 

g) menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna 

pada komunikasi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi 

sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; 

h) melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar 

perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar 

kabupaten/kota di lingkungan provinsi; 

i) melakukan koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi 

antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di 

lingkungan provinsi; 
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j ) melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitasi/ instalasi 

penting/vitalfkriteria melalui kontra penginderaan danlatau 

metode pengamanan persandian lain; 

k) melakukan Pengamanan informasi e lektronik; 

1) melakuk:an Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam 

rangka pengamanan informasi dan komunikasi ; 

m) melakukan Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan 

operasional persandian dan kearnanan informasi; dan 

n) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian 

sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas : 

a) rnenyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan 

sumber daya persandian; 

b) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar 

perangkat daerah provinsi dan anta r kabupaten/kota di lingkungan 

provmsr. 

c) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi ; 

d) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan 

sumber daya persandian 
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e) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar 

perangkat daerah provinsi dan antar kabupatenlkota di lingkungan 

provmst~ 

f) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi 

pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi ~ 

terhadap 

g) menyiapkan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasi fikasi dan 

pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h) menyiapkan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi 

antar perangkat daerah provmst dan antar kabupatenlkota di 

lingkungan provinsi ~ dan 

i) pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

Upaya memperkecil kesenjangan digital dan informasi di kalangan 

masyarakat perdesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di 

daerah rural melalui program Universal Service Obligation (USO) yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kernkominfo ). 

Salah satunya melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLlK). PLIK Bertujuan 
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menyediakan layanan akses internet di wilayah kecamatan dengan prinsip minim 

subsidi, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat 

berpengetahuan (knowledge society). Kehadiran PLIK sebagai fasilitas TIK untuk 

publik diharapkan mampu meningkatkan kapabi litas masyarakat dalam upayanya 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Adapun jumlah Pusat Layanan 

Internet Kecamatan yang ada di Sulawesi Barat, baru sekitar 36 (Tiga puluh 

enam) yang tersebar hanya di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Majene, 

Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju. 

TABEL 4.4 

JUMLAH KECAMATAN YANG MEMILIKI PUSAT LAYANAN 
INFORMASI INTERNET KECAMATAN (PLIK) MENURUT 

KABUPATEN DI PROV. SULBAR 

TABEL 4.5 
JUMLAH JARINGAN KOMUNIKASI 

No Pnronsi.~-

1 2 

1 
Sulawesi 

5 Unit 5 Unit 
Barat 

5 Unit 5 Unit 

s~;;be-,_- : Di"rz-as Ko;,unikasi dan Jnformatilca Prov.Sulbar 
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3. Gambaran umum pelaksanaan pengadaan barangljasa pemerintah di 

Indonesia 

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan good 

governance and clean government, Pemerintah harus dapat mengelola sumber 

daya untuk kemakmuran rak.yat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang didukung 

dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara 

yang dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan parang/jasa pemerintah, 

diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas 

serta prinsip persaingan!k:ompetisi yang sehat dalam proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh 

barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung­

jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, 

adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terbadap proses pengadaan barang/Jasa, karena hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan 

keuangan. 

Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 I 0 yang memuat ketentuan mengenai 

pengadaan barang/jasa peme.rintah di lingkungan 

Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang 
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pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, 

serta di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukurn Milik Negara (BHMN), 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan 

barang/jasa pemerintah dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi, 

dengan internet sebagai media. Saat ini terus diupayakan peralihan tata cara 

pengadaan barang/jasa pemerintah dari cara manual menuju cara pelelangan 

elektronik (£-Procurement). 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 bahwa Kementrian/Lembaga/ Satuan Ketja Perangkat 

Daerah/Institusi Lainnya wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara 

elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket peke~jaan pada tahun anggaran 

2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik 

mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP 

Nomor 1 Tahun 2011 TentangTata Cara E-Tendering,dan Peraturan Kepala 

LKPP Nomor 5 Tahun 20 I 1 Tentang Standar Dokumen Pengadaan 

Barang/JasaPemerintah Secara Elektronik. Transaksi elektronik pada 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE). 

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan 
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dengan E-Tendering atau £-Purchasing: 

1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia 

barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara 

menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 

2. £-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem 

katalog elektronik. 

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 pada pasal 107 Pengadaan 

barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 

b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 

c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; 

d. Mendukung proses monitoring dan audit. 

Ruang lingkup E-Tendering meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan 

barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. 

b. Para pihak yang terlibat dalam E-Tendering adalah Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) /Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan 

dan Penyedia barang/jasa. 

c. Aplikasi £-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta 

tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokurnen elektronik yang 

menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu 
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yang telah ditentukan. 

d. E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan Sis tern Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE) yang di selenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik. 

e. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik terdekat. 

f. SPSE yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

I) mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan 

integrasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang 

dikembangkan oleh LKPP; 

2) mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang 

ditetapkan oleh LKPP; 

3) bebas lisensi (free license). 

LPSE merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan 

barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan 

Tinggi/BUMN dan Pemerintab Daerah untuk memfasil itasi ULP/Pejabat 

Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan 

Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat 

melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari 

LPSE terdekat. 
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GAMBAR4.3 

LPSE MENJEMBATANAN ULP DENGAN PELAKU USAHA 

\U f ' 

LPSE menjalankan fungsi sebagai berikut : 

1. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); 

2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa; 

3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/panitia dan penyedia; 

4. Menyediakan bantu an teknis untuk mengoperasikan SPSE 

kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa; Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE) dikembangkan oleh Pusat 

Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa- Bappenas pada tahun 2006 

sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasao Korupsi. SPSE merniliki visi menciptakan satu pasar 

pengadaan nasional , dengan visi sebagai berikut : 

l. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 

4. Mendukung proses monitoring dan audit 

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 
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Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui 

LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu 

baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat 

www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas. Pada 

bulan Desember 2007, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 106 

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Lembaga ini merupakan pemekaran Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada 

di Bappenas. Dengan adanya Peraturan Presiden ini, seluruh tugas menyangkut 

kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab 

LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi pengadaan 

secara elektronik (E-Procurement). LKPP dalam pengembangan SPSE 

bekerjasama dengan: 

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen 

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk sub sistem audit. 

Dalam perkembangan sejak tahun 2008 pelayanan LPSE semakin meningkat 

dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan sampai pada saat ini tidak ada 

lagi Provinsi di Indonesia tidak melakukan pelelangan pengadaan barang/jasa 

secara elektronik (£-Procurement). 

4. Gambaran umum pelaksanaan pengadaan barang /jasa yang 

dilkasanakan oleh LKPP 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan 
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Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007. LKPP merupakan lembaga 

pemerintah satu- satunya yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. LKPP memiliki visi 

"Andal dalam mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel" dengan rnisi 

organisasi "Mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan 

evaluasi yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian 

hukum pengadaan barang I jasa pemerintah" 

LKPP merniliki fungsi sebagai berikut : 

1. Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam 

bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan 

usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 

2. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan Sumber Daya 

Manusia dan sistem pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

3. Memberikan bimbingan teknis, advokasi , pendapat, rekomendasi dan 

tindakan koreksi, banhtan, nasehat, pendapat hukum dan kesaksian ahli 

terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

4. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan 

evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, 

melakukan koorclinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sisterr. 

electronic procurement. 
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Organisasi dan tata kerja LKPP diatur berdasarkan Peraturan Kepala 

LKPP nomor PER. 00 1/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perangkat 

organ isasi LKPP terdiri atas : 

I. Kepala LKPP 

Tugas : Memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP. 

2. Sekretariat Utama 

Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap 

program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LKPP. 

Sekretariat Utama terdiri dari: 

a. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Tugas 

Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, program, dan 

anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, anggaran 

dan penyusunan pelaporan LKPP serta peningkatan kapasitas 

organisasi dan tata laksana. 

b. Biro Umum dan Keuangan 

Tugas : Melaksanaan urusan tata usaha, dan urusan perlengkapan, 

urusan dalam, rumah tangga dan keuangan di lingkungan LKPP. 

c. Biro Hukum, Kepegawaian dan Hurnas 

Tugas : Melaksanakan penyusunan peraturan perundangan dan 

pelayanan bantuan hukurn, pengelolaan kepegawaian, dan kegiatan 

hubungan masyarakat. 

3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Tugas 
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Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan 

kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah tennasuk 

pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan 

badan usaha. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan terdiri 

dari: 

a. Direktorat Kebijakan Pengadaan Urn urn 

Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, 

pedoman, standar dan manual di bidang pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan oleb Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. 

b. Direktorat Kebijakan Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan 

Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, 

pedoman, standar, manual di bidang pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan oleh BUMN/ BUMD, pengadaan dalam rangka 

Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), pertahanan dan kearnanan serta 

riset. 

c. Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Intemasional 

Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi , kebijakan 

dan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan 

iklim usaha dan kerjasama intemasional. 

4. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Infonnasi 

Tugas : Melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan 

memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses 
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perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem 

informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic 

procurement). Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan 

Sistem Infonnasi terdiri dari: 

a. Direktorat Monitoring dan Evaluasi 

Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, 

pedoman, standar, manual dalam rangka monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa serta koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan perumusan kebijakan. 

b. Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN 

Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan masukan kepada 

Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Bappenas tentang rencana pengadaan sebagai 

bahan referensi penyusunan dan peJaksanaan anggaran untuk 

dicantumkan dalam RKAKL, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

perurnusan dan penyiapan masukan, serta evaluasi pelaksanaannya. 

c. Direktorat E-Procurement 

Tugas : Melaksanakan pengernbangan sistem, perumusan dan 

penyusunan strategi kebijakan, pedoman, standar, manual dalam 

rangka sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik, dan 

koordinasi sinkronisasi, dan pembinaan unit layanan E- Procuremen~ 

pemberian bimbingan teknis dan promosi E- Procurement serta 

evaluasi pelaksanaannya 
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5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 

Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

penyusunan stra egt dan kebijliKan pembinaan sumber aaya manusia di 

Bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Deputi Bidang 

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari : 

a. Direktorat Pengembangan Profesi . Tugas : Melaksanakan perumusan 

dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang 

pengembangan profesi pengadaan barang/jasa Pernerintah. 

b. Direktorat Bina Pelatihan Kornpetensi Tugas : Melaksanakan 

perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan 

manual di bidang pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa 

Pemerintah. 

c. Direktorat Bina Sertifikasi P rofesi Tugas : Mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, 

pedoman, standar, dan manual di bidang sertifikasi profesi pengadaan 

barang/jasa Pemerintah. 

6. Deputi Bidang Monitoring-EvaJuasi dan Pengembangan Sistem Informasi 

Tugas : Melaksanakan pemantauan , penilaian, melakukan evaluasi dan 

rnemberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

Pemerintah tahun sebeJumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses 

perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem 

informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic 

procurement). Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan 
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Sistem lnformasi terdiri dari: 

a. Direktorat Monjtoring dan EvaluasiTugas Melaksanakan 

perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, standar, manual 

dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan 

barang/ jasa serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

perumusan kebijakan. 

b. Direktorat Perencanaan Pengadaan RA PBNTugas : Melaksanakan 

perumusan dan penyusunan masukan kepada Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas tentang rencana pengadaan sebagai bahan 

referensi penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk dicantumkan 

dalam RKAKL, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan 

dan penyiapan masukan, serta evaluasi pelaksanaannya. 

c. Direktorat E-ProcurementTugas : Melaksanakan pengembangan 

sistem, perumusan dan penyusunan strategi kebijakan, pedoman, 

standar, manual dalam rangka sistem pengadaan barang/ jasa secara 

elektronik , dan koordinasi sinkronisasi , dan pembinaan unit layanan 

E- Procurement, pemberian bimbingan teknis dan promosi E­

Procurement serta evaluasi pelaksanaannya. 

7. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 

Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di 

bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Deputi Bidang Pengembangan 

43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



82 

dan Pembinaan Sumber Daya Man usia terdiri dari: 

a. Direktorat Pengembangan Profesi.Tugas : Melaksanakan perumusan 

dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang 

pengembangan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah. 

b. Direklorat Bina Pelatihan KompetensiTugas Melaksanakan 

perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan 

manual di bidang pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa 

Pemerintah. 

c. Direktorat Bina Sertifikasi ProfesiTugas : Mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi , kebijakan, 

pedoman, standar, dan manual di bidang sertifikasi profesi pengadaan 

barang/jasa Pemerintah. 

5. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengadaan yang dilaksanakan di 

Provinsi Sulawesi Barat 

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dituntut 

harus lebih mandiri dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan 

dan fungsi pelayanan, yang sangat terkait erat dengan kemarnpuan keuangan 

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun dalam pengalokasian 

anggaran untuk kelangsungan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan 

tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber 

penerimaan yang sangat penting, dituntut untuk lebih berperan kontribusinya 

dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi 
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Sulawesi Barat sejak tahun 2011 telah dimulai dilakukan Persiapan 

kelengkapan pengelolaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement), yang 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Provinsi Sulawesi Barat 

No. 41l.a Tahun 20 11 Tanggal 14 Desember 2011. Tentang Pembentukan 

Pengurus Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E­

Procurement), kemudian pada tahun 2013 dilakukan lagi perbaikan perbaikan 

pengeloJaan pengadaan barang secara elektronik (E-Procurement) melalui 

Peraturan Gubernur No. 205.a Tahun 2013 TanggaJ 11 Februari 2013. 

Tentang Pembentukan Pcngelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara 

Elektronik Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2013 karena peraJatan sudah 

memenuhi standar yang dikeluarkan oleh LK.PP maka para panitia lelang 

Pengadaan Brang/jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sudah mulai 

melakukan pelelangan secara elektronik walaupun masih hanya sebatas 

pengumumannya saja tetapi adapun yang sudah melakukan proses pengadaan 

(E-Procurement) secara fool aplikasi. 

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mewajibkan dibentuknya Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat tahun 2014. Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi 

melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementrian!Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri 

sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Merespon adanya ketentuan 

tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Unit Pelayanan 

Teknis (UPT) Unjt Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Provinsi 
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Sulawesi Barat secara permanen yang melekat pada Biro Ekonomi dan 

Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. 

Pada Tahun 2014, di lakukan lagi perbaikan pengelola Melalui Surat 

Keputusan Gubernur No. 30 tahun 2014 tanggal 08 Januari 2014 tentang 

pembentukan Pengelola Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik Provinsi 

Sulawesi Barat. Pada tahun tersebut seluruh pengadaan barang dan jasa wajib 

mealakukan proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik (E­

Procurement). Pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 di Provinsi Sulawesi 

Barat tidak ada lagi yang melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara 

manual atau Non E-procurement, semuanya sudah menggunakan e­

Procurement. 

1. Lpse Provinsi Sulawesi Barat 

Unit layanan pengadaan Secara Elektronik disingkat LPSE yang melekat 

pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Sulawesi Barat No. 188.4/80/SULBARII/20 17 dimana dimaksudkan untuk 

memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik (e-procurement) , adapun struktur organisasinya 

sebagai berikut : 
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GAMBAR: 4.4 
STRUKTUR ORGANISASI 

LPSE PROVINSI SULA WEST BARAT 

KEPALA/KETUA LPSE 

1. ADMIN AGENCY 

2. VERIFIKATOR 

3. HELP DESK 

4. ADMIN PPE 

5. ADMIN JARINGAN 

6. TENAGA ADMINISTRASI 

NAMA J ABATAN KEDUDUKAN 
DALAMLPSE 

Drs. H. Muzakkir Kulase, Kadis Kominfo, Persandian dan Ketua 
MM Statistik Daerah 
Drs. ABD. Azis Djaba, Ka. UPTD LPSE Dinas Sekretaris 
MM Kominfo, Persandian dan 

Statistik Daerah 
M. Yamin Saleh SH, Kasie Layanan Informasi Dinas Admin Agency 
M.AP Kominfo, Persandian dan 

Statistik Daerah 
Fachru Razi, S.lp Kasie Pemberdayaan dan Verifikator 

Pemanfaatan T1K Dinas 
Kominfo, Persandian dan 
Statistik Daerah 

Agusran, ST StaffDinas Kominfo, Verifikator 
Persandian dan Statistik Daerah 

lrwan Romo StaffDinas Kominfo, Help Desk 
Persandian dan Statistik Daerah 
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----
Omar Qashas, S.Kom StaffDinas Kominfo, Help Desk 

Persandian dan Statistik Daerah 
Hafriansya HF A,S.Kom StaffDinas Kominfo, Admin PPE 

Persandian dan Statistik Daerah - ---
Madhur,ST StafTDinas Kominfo, Adminjaringan 

Persandian dan Statistik Daerah 
Jayadi Juana Staff Dinas Korninfo, Tenaga Administrasi 

Persandian dan Statistik Daerah 
Sudirman StaffDinas Kominfo, Tenaga Administrasi 

Persandian dan Statistik Daerah 
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Adapun tugas pokok dari Unit layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan E-Procurement 

dilingkungan Provinsi Sulawesi Barat 

2. Elaksanakan pelatihan /training kepada panitia/pejabat pengadaan IULP 

dan penyedia Barang/jasa untuk menguasai system E-Procurement. 

3. Melaksanakan pelayanan kepada panitia I pejabat pengadaan/ULP dan 

penyedia Barang/jasa di masing masing wilayah kerjanya 

4. Sebagai Penyedia Informasi dan konsultan (helpdesk) yang melayani 

panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia Barang/jasa yang berkaitan 

dengan system e-procurement. 

5. Sebagai penyedia informasi dan data data yang berkaitan dengan proses 

pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk 

kepentingan proses audit. 

6. Melaksanakan ketata usahaan unit LPSE 

7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

8. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh gubemur suJawwesi 

barat sesuai tugas dan fungsinya. 

2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat 

Unit layanan pengadaan yang disingkat ULP yang melekat pada Biro 

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat, dibentuk berdasrkan surat keputusan Gubernur Sulawesi 

Barat Nomor 5 Tahun 20 17 Tanggal 14 Februari 2017 yang kemudian 
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diperbaharui pada Tangga1 21 Juni 2017 dengan Peraturan Gubemur Nornor 

188.4/402/SULBAR/VI/20 17 dimana dimaksudkan untuk rnenJarnm 

peJaksanaan pernilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Provinsi Sulawesi 

Barat secara Transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan perundang 

undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, adapun struktur 

organjsasinya sebagai berikut : 

GAMBAR4.5 
STRUKTUR ORGANISASI ULP 
PROVINSI SULAWESI BARA T 

KEPALA /KETUA ULP 

"" SEKRETARIAT · .. ·- --- ,. 

'~ 
STAFF PENDUKUNG 

'~ 
POKJA 

Unit Layanan Pengadaan mernpunyai tugas sebagai berikut : 

l. Melayani pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah daerah 

2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa 

3. Melakukan analisa dan menetapkan dokumen pengadaan 

4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/1 

masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta 
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menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan 

Nasional; 

5. Meni lai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau 

pascakualifikasi; 

6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran 

yang masuk; 

7. Menjawab sanggahan dari penyedja barang/jasa 

8. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 

PAIKPAIPPK melalui PPTK 

9. Mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa 

10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Gubemur 

serta memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan 

pengadaan barang/jasa kepada P A/KP A. 

11. Melaksanakan penyebarluasan strategi kebijakan, standar, system dan 

procedur pengadaan barang/jasa pemerintah 

12. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan 

barang/jasa dan 

13. Melaksanakan pengadaan brang/jasa dengan memanfaatkan teknologi 

informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) 

B. Penerapan £ -Procurement Pemerintah terhad ap layanan pengadaan 

barang dan jasa Proviosi Sulawesi Barat 

1. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat 

1) Pendaftaran Penyedia Barang di LPSE 
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Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 

yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa 

Lainnya. Dalam proses pengadaan barang/jasa pada system pengadaan 

secara elektronik pihak penyedia harus melakukan registrasi terlebih 

dalahulu atau mendaftarkan perusahaannya untuk dilakukan perivikasi 

dan terdaftar pada System Pengadan Secara Elektronik (SPSE) agar 

dapat mengikuti pelelangan E-Procurement dimana saja yang ada 

diseluruh Indonesia. Adapun tata cara pendaftaran penyedia barang 

pada Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Sulawesi Barat 

dapat dilihat dapat gambar berikut : 

..._.....,..._ .. ~·.-_ _....._ ... ._ _____ ...... ~. 

- p..._ --- ---- _ ... _ _.. 
--· ~ft.,......._._ ........... ... .......,.. .... ..._..,..,_ ......... ..._,. 
----.o ........... _. ~~--............,.._._.. ,......., 

"""-""' ........ ~cO-.......,..·..-.~ 

~--- ... ~·-~'--­_. _ _._'9 ___._. .,...._ P'!SP 

~ ... ._.... ....... ~·-.. --·· _____ ..._... ,_....--................ __ ..........,...._....._ ... ....,...,_.~ ... ,., - ·• _.,.........,....__ - -ean - • : -,_. .:::::::.-:--.";:'.,:_--;,.:;..-- .. _.._." ................ -~ .. --.. 
~ ................... ........... - .._ 
~-... ._...__.,._... . .._......,__.,...._ ............... 
•>o.~-- ...... -~ 
~----· . --­IM"""\.....--~----.----t't: 
.,..~.-~-.-~--
·>~·-.-..-..._........ ...... __,.. ........... ~ ... 
.,_---~- ..... __......- ---· 
~.........----.a-..- o~u• 
.....-.-.-~--...... .. .........,..--........,..-..-""' 

• o.-- IIC- _.,.._ _._..... _, ....._.,..._ ... _.. .,......_..._ ....-.-
~.~~ ................ ............. . ............. 
<j.- __ . . ..... ~ ........... --- · ... -· . ...... ~-·-
_ ,.. . . ...... -LP"'..N.. 

., ............ ------·--· .,._._,.... ---- _., 
---.......-~ .....---­::::::-:::.:::..:=- .......---· .. ........... 

~• ...... _.,.,,. r ... ~ ........ .._" •---- )'-"'0 
- .................. .... _ ... _-.......a .... ..... 

,--~"-~-- .. -
..._..._,_ __ _ .._.... ....... ..,_...._.__....."' ___ .. ..,.. ... ......,......._......,.,..__ 
-........-....._... ·-~......_ -I,_.._ -•· ... , _ 
.....,., o_.. C:~ ~.o...,.,..,._.,....,..... ,.............., ... -· .. . ......... ........ ,_,..,.,...., . ..,._,... ...............,..~ ....,... 

~_........__...--..-.-.. ,..,........... . ............. ~~ ..... ,_.. ___., -....-. ............. _.._. ...,.... ... .--... 
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Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 

organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa di KJUDII yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau 

melekat pada unit yang sudah ada. Didalam Unit Layanan Pengadaan 

terdapat pokja atau kelompok kerja yang dapat melakukan proses 

pengadaan barang/jasa. Untuk melakukan proses pengadaan ULP harus 

terdaftar didalam Syistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun 

proses pendaftarannya sebagai dapat dilhat pada gambar berikut : 
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Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adaJah 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 

Baraog/Jasa. PPK ini harus juga terdaftar namanya di LPSE dan merniliki 

akun tersediri dalam proses pengadaan barang/jasa, tnt dimaksudkan 

agara untuk mengontrol proses pengadaan barang/jasa. Adapun proses 

pendaftarannya sebagai dapat dilhat pada gambar berikut 
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System Pengadaan Secara Elektronik Adalah (SPSE) merupakan aplikasi 

yang digunakan didalam proses pelayanan pemerintah terhadap pengadaan 

barang/jasa di indonesia begitupula di Provinsi Sulawesi Barat. 

Terkait dengan SPSE sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, 

hasil wawancara dengan para informan terkait SPSE dan bidang tugas yang 

telah dijelaskan di atas, antara lain: 

1) UnitLPSE 

Hal ini pula dikemukakan oleh Kasie Layanan Informasi Dinas Kominfo, 

Persandian dan Statistik Daerah M. Yamin Saleh. SH, M.AP. berikut 

Petikan wawancaranya : 

" Dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Eiektronik 
dengan menggunakan Ap/ikasi System Pengadaan Secara 
Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP Indonesia, 
Pihak Penyedia, ULPIPOKJA, Unit LPSE. PPK. Auditor dan 
Aparat Hukum sangat terbantu dikarenakan dimulai dari 
proses pengumuman sampai dengan proseses penetapan 
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pemenang dapat meminimalisir penggunaan biaya utamanya 
kertas, Waktu dan tenaga dalam melakukan proses pemilihan 
penyedia barang. Aplikasi SPSE ini sangat efisien dan efektif, 
walaupun masih ada kekurangan-kekurangan dida/amnya 
misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung 
Ap/ikasi tersebut masih butuh peningkatan spesifikast barang 
agar aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 
dapat berjalan /ebih cepat lagi" 

Hasil wawancara di atas menunjuk:kan bahwa, aplikasi SPSE ini sangat 

efisien dan efektif, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan 

didalamnya misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung 

Aplikasi tersebut masih butuh peningkatan spesifikasi barang agar aplikasi 

System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berjalan lebih cepat 

Jagi ". 

Senada dengan hasil wawancara di atas, dijelaskan pula informan lain 

seperti hasil wawancara dengan Hafriansya HF A, S.Kom dimana 

ditugaskan sebagai Admin PPE. Berikut petikan wawancaranya : 

"Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang 
ada di Sulawesi Barat Sekarang ini mengunakan SPSE versi 
3,6 sedangkan yang terbaru saat ini yang sudah 
dikembangkan oleh pihak LKPP adalah SPSE versi 4,1. 
Provinsi Sulawesi Barat belum menerapkan SPSE Versi .J.l 
dikarenakan membutuhkan biaya untuk sosialisasi dan 
pelatihan baik itu pihak penyedia maupun pihak ULP!Pokja. 
Sedangkan untuk hardware pendukung Aplikasi SPSE 
memerlukan peningkatan kapasitas utamanya penyimpanan 
data yang lebih besar lagi dikurenakan penyimpanan datu 
yang ada sekarang ini sudah mulai penuh " 

2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Menurut wawancara dengan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Bapak Hamrullah Said, ST, mengatakan bahwa: 
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" Dengan diterapkannya Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik dengan menggunakan Ap/ikasi System Pengadaan 
Secara E/ektronik (SPSE), kami sebagai pengguna aplikasi 
tersebut sangat terbantu dimana ULP tidak lagi harus 
bertemu langsung dengan penyedia barang yang ingin 
mengikuli proses le/ang cukup dengan melihat layar 
computer masing-masing dan tempat kerjanyapun tidak 
harus berada dikantor setiap saat, mereka dapat 
berkomunikasi dimana saja selama ada jaringan internet. 
Dan saya sebagai ketua ULP dapat mengakses seluruh 
informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh POKJA " 

Sedangkan berdasarkan wawancara Bapak Aminuddin, AMd dimana 

ditugaskan sebagai Kelompok Kerja (POKJA). Berikut petikan 

wawancaranya: 

"Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (/:_'­
Procurement) mengunakan Ap/ikasi SPSE sangat membantu 
kami dalam melakukan proses /elang karena tidak harus lagi 
bertemu dengan penyedia serta orang - orang yang terlibat 
dalam proses tersebut sangat terjaga kerahasiaannya " 

3) Penyedia Barang/Jasa 

Menurut wawancara salah satu penyedia barang Ridwan kasim,ST, 

SPd selaku direktur CV. Firma Konsultberikut Petikan wawancaranya : 

" metode pelelangan yang baru ini melalui Aplikasi SPSE ini 
sangat membantu kami dan sangat memudahkan dikarenakan 
untuk menawar suatu barangljasa yang dilaksanakan oleh 
pemerintah tidak harus lagi datang ke kanlornya cukup 
didepan computer/laptop saja, dapat juga mengurangi biayu 
aclministrasi untuk kelengkapan dokwnen perusahaan, SPSE 
ini sangat membantu kami " 

Sedangkan berdasarkan wawancara Bapak Muh Harsya Harsani l selaku 

direktur CV. Mega Buana Cipta Persada Berikut petikan wawancaranya : 

"Pengadaan Barang .Jasa Secara Elektronik (£­
Procurement) mengunakan Aplikasi SPSE sangat membantu 
kami dalam menawar suatu peker1aan. Kerahasiaan 

43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



98 

penawaran kamipun terjaga dan tidak banyak lagi waktu 
yang kami gunakan untuk satu paket proses pe/e/angan" 

Berdasarkan sumber data yang ada pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

untuk tahun 2017 jumlah paket yang dilelangkan secara elektronik (SPSE) 

sebanyak 147 Paket yang terjabarkan perbulannya yaitu untuk bulan Januari : 0 

Paket, Februari : 0 Paket, Maret : 19 Paket, April : 39 paket, Mei : 17 paket, 

Juni : 6 paket, Juli : 22 Paket, Agustus : 16 paket~ September : 10 paket, 

Oktober : 15 paket, November : 3 Paket dan Desember : 0 Paket. 

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Prov. Sulbar 

Pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada pada 

Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa 

pemerintah dimana pada peraturan tersebut sudah ada regulasi yang 

mengatur tentang pengadaan barang secara elektronik (E-Procurement) yang 

dikembangkan oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) 

I) Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Menurut wawancara Ketua/Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Bapak Hamrullah Said, ST ,. berikut Petikan wawancaranya : 

" Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh 
Perubahannya sangat sangat memudahkan dalam 
pelaksanaan pengadaan barangljasa pemerintah mulai dari 
waktu proses. mengurangr adanya persekongkolan, 
ma:,yarakat dapat mengakses secara terbuka serta dapat 
meminima/isir kerugian negara. " 

Berdasarkan wawancara Bapak Arninuddin, AMd dimana ditugaskan 

sebagai Kelompok Kerja (POKJA). Berikut petikan wawancaranya : 
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"Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh 
Perubahannya sudah mulai lebih baik dari yang sebelumnya 
sudah sangat memudahkan kami dalam proses. Tetapi masih 
ada permasalahan permasalahan yang terjadi utamnaya 
dalam evaluasi tenaga ahli, perlu ada regulasi yang 
mengatur yang dikeluarkan oleh p emerintah dikarenakan 
kami sebagai pokja tidak mengetahui tenaga ahli tersebut 
apakah sudah digunakan oleh orang lain atau be/um agar 
dapat memudahkan kami dalam evaluasi. Untuk lelang cepal 
sangat bagus tetapi system SPSE Versi 3,6 yang ada 
sekarang ini be/um mendukung untuk lelang cepat," 

2) Unit Penyedia 

Menurut wawancara salah satu penyedia barang Bapak Ridwan 

kasim,ST, SPd selaku direktur CV. Firma KonsuJtan berikut Petikan 

wawancaranya: 

" Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh 
Perubahannya dapat memudahkan kami dalam penawaran 
pekerjaan. Didalam peraturan tersebut masih ada 
kelemahannya utamanya untuk tenaga ahli, dimana tenaga 
ahli belum ada yang mengatur tentang jumlah dan besaran 
tenaga ahli yang di persayaratkan didalam dokumen lelang. 
Khusus untuk konsultansi dimana sekarang ini pengadaan 
langsung nilainya dibawah Rp. 50.000.000 sekiranya itu 
sebaiknya dinaikkan standarnya. Dari sisi prinsip prinsip 
pengadaan aturan yang ada sekarang sudah sangat terbuka 
dan bersaing antara penyedia barangljasa . " 

Sedangkan berdasarkan wawancara Bapak Muh Harsya Harsanil 

selaku direktur CV. Mega Buana Cipta Persada Berikut petikan 

wawancaranya : 

"Aturan pengadaan barang jasa sekarang ini sudah mulai 
terbuka dan sudah diatur hampir seluruh permasalahan yang 
terjadi didalam pengadaan barangljasa misa/kan dari sisi 
keterbukaan pihak pemerintah sudah mengumumkan seluruh 
paketnya melalui system 1nformasi Rencana Umwn 
Pengadaan sehingga kami merasa tidak ada lagi pengadaan 
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barangljasa yang disembunyikan oleh pemerintah dan itu 
menurut kami suatu pe/ayanan yang memuaskan. Aturan 
terkait penyediaan tenaga ah/i memang sebaiknya perlu ada 
regulasi yang mengikat supaya tidak terjadi adanya tumpang 
tindih tenaga ahli. " 

C. Faktor yang memeogaruhi Peoerapan £-Procurement Pemerintah 

terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat. 

1. Sumber Day a man usia (SDM) 

Sumber daya manusia merupakan factor penting dalam peJaksanaan 

pelayanan dimanapun, begitupula juga dengan pelayanan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik di Provinsi Sulawesi Barat dimana pihak 

penyedia, ULP dan LPSE harus memiliki tenaga yang terlatih daJam 

menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang 

dikembangkan oleh LKPP. 

Berdasarkan data Sumber Daya Manusia (SDM) di ULP dan LPSE 

Provinsi Sulawesi Barat dapat Dilihat pada Tabel : 

TABEL4.7 
DAFfAR SUMBER DAYA MANUSIA ULP & LPSE 

NO URAJAN JUMLAH SDM 2017 

1 Unit Layanan Pengadaan (Kelompok 30 orang 

Kerja) 

2 Unit Layanan Pengadaan Secara 11 Orang 

Elektronik (LPSE) 

2. Tunjangan!Honor ULP/Pokja dan Unit LPSE 
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Tunjangan!Hooor merupakan faktor penunJang dalam pelaksanaan 

pelayanan pengadaan barang/jasa, dikarenakao tanggung jawab dari 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa rawan akan konflik kepentingan 

serta tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa sangat tinggi 

karena kesalahan sedikit saja dapat mengakibatkan permasalahan 

hukum. Bersumber dari peraturao Gubemur Provinsi Sulawesi Barat 

No. 6 Tahun 2017 Tentang Pemberian tambahan penghasilan kepada 

Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Barat untuk pengelola £-Procurement, adapun tabelnya sebagai berikut 

TABEL4.8 
DAFT AR TUNJANGAN TPP 

PROVINSI SULAWESI BARA T 

JABATAN NILAI 
Ketua/Kepala LPSE Rp. 1.400.000 
Sekretaris LPSE Rp. 1.190.000 
Admin PPE LPSE Rp. 700.000 
Administrasi jaringan Rp. 700.000 
Adrninistrasi Agency Rp. 700.000 
Verifikator Rp. 350.000 
Helpdesk Rp. 350.000 
Trainer Rp. 350.000 
Pelaksana Sekretariat Rp. 350.000 
Ketua ULP Rp. 3.600.000 
Sekretaris ULP Rp. 2.900.000 
Anggota Sekretariat Rp. 1.450.000 
Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Rp. 680.000 
(Honor Minimal untuk Satu Paket) I 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Asset Prov. Sulbar 20 17 

Setelah peneliti me lalrukan wawancara dengan beberapa pengelola baik dari 

ULP, LPSE, dan Penyedia Barang/jasa adapun hasil wawancara sebagai 

berikut : 
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Berdasarkan hasil wawancara Ketua Unit layanan Pengadaan Bapak 

Hamrullah Said, ST, terkait paktor yang memengaruhi penerapan E-

Procurement di Provinsi Sulawesi Barat. 

"ada bebeapa faktor penentu yang memengaruhi permasalahan 
penerapan E- Procurement di Provinsi Sulawesi Barat yaitu yang 
pertama terkait Pera/atan yang ada sekarang ini per/u di/akukan 
peningkatan, kedua terkait Sumber Daya Manusianya perlu juga 
di/akukan pelatihan system ap/ikasi yang baru dan yang ketiga 
terkait tunjangan pengelola LPSE dan ULP dimana sekarang ini 
masih rendah dibandingkan dengan resiko pekerjaan yang 
di/aksanakannya." 

3. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikasi SPSE 

Peralatan Pendukung (Hardware) merupakan Perang keras seperti 

computer yang memiliki kemampuan teknologi tinggi yang terpusat 

(Komputer Server) dimana berfungsi untuk menjalankan aplikasi 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hafriansya HF A, S.Kom dimana 

ditugaskan sebagai Admin PPE. Berikut petikan wawancaranya paktor 

yang memengaruhi penerapan £-Procurement di Provinsi Sulawesi 

Barat. 

''Pada tahun 2017 ini Perlatan penunjang (Server LPSE) 
pe/akasanaan Aplikasi SPSE perlu dilakukan peningkatan 
peralatan dikarenakan pera/atan yang ada sekarang im 
ulamanya penyimpanan data terkadang penuh dikarenakan 
besarnya data yang dwpload o/eh penyedia )as alba rung" 

Berdasarkan hasil observasi, Server LPSE memiliki Spesiflkasi Sebagai 

Berikut: 
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TABEL4.9 
SPESIFIKASI SERVER LPSE 

PROVINSI SULAWESI BARA T 

NAMABARANG SPESIFIKASiffYPE 
KOMPUTER SERVER Lenovo System XJJOO 
(Pengadaan Tahun 2014) M4-Tower-eon E5-

2440 2.4 Ghz-8GB 
CPU Intel xeon E5 2440/2.4 

GHz 
Max Turbo Speed 2.9GHz 
Cache Memory 15MB 
Memory max Supprted 192GB 
RAM Suported 192GB 
Hardisk (Penyimpanan Data) 500GB 

Berdasarkan wawancara salah satu penyedia barang Bapak Muh Harsya 

Harsanil selaku direktur CV. Mega Buana Cipta Persada berikut Petikan 

wawancaranya paktor yang memengaruhi penerapan E-Procurement di 

Provinsi Sulawesi Barat. 

D. Pem bahasan 

"selama ini terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan 
pada LPSE Provinsi Sulawesi Barat terkadang untuk login ke 
www. /pse.sulbar prov.go. id terkadang terjadi informasi error 
selama 1-2 hari sehingga kami tidak dapat mengikuti 
perkembangan pele/angan tetepi apablia terjadi hal seperti itu 
pihak ULP melakukan perbaikan dari sisi waktu pelaksanaan 
proses pengadaan barang/jasa " 

1. Penerapan £-Procurement Pemerintah terbadap Jayanan pengadaan 

barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat. 

a . Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat 

1 ). Pendaftaran Penyedia Barang di LPSE 

Untuk penyedia barang/jasa agar dapat mengikuti proses 

pelaksanaan pengadaan barang jasa elektronik (E-Procurement) harus 
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sebelumnya terdaftar pada LPSE dimanapun yang ada di Indonesia. 

Khusus untuk di LPSE Provinsi Sulawesi Barat pendaftarannya 

berdasarkan No. 009/LPSE/EKBANG/IV/2015 tentang layanan 

pemberian user id Penyedia Barang/jasa Tanggal 20 april 2015 melalui 

website lpse.sulbarprov.go.id setelah di lakukan mendaftar sebagai 

penyedia pihak penyedia diminta mengisi email penyedia, Langkah 

selanjutnya, anda silahkan buka Kotak Masuk (Inbox) "Email" anda 

sesuai dengan alamat email yang anda isikan tadi . Disitu akan ada email 

balasan dari helpdesk@lpse.sulbarprov.go.id (LPSE) Konfirrnasi 

Pendaftaran Rekanan. Di dalam email tersebut akan berisi sebuah link 

yang akan menampilkan fonn pendaftaran online. Form pendaftaran 

online tersebut diisi sesuai dengan data perusahaan kemudian membawa 

berkas asli ke LPSE dimana tempat kita mendaftar untuk dilakukan 

Verifikasi perusahaan dan setelah itu pihak penyedia diberikan user Id 

dan Password. Setelah procedure telah dilaksanakan secara keseluruhan 

barulah pihak penyedia dapat mengikuti lelang secara elektronik. 

2). Tata Cara Pendaftaran Panitia Pengadaan di LPSE 

Unjt Layanan Pengadaan yang selanjutnya di sebut ULP adalah urut 

organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa di KIL/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri 

atau melekat pada unit yang sudah ada. Didalam Unit Layanan 

Pengadaan terdapat pokja atau kelompok kerja yang dapat melakukan 

proses pengadaan barang/jasa. Untuk melakukan proses pengadaan 
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ULP harus terdaftar didalam Syistem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE). Adapun proses pendaftarannya berdasarkan No. 

009/LPSE/EKBANG/IV/2015 tentang layanan pemberian user id pokja 

Tanggal 20 april 2015 dimana proses tersebut dijelaskan bahwa untuk 

mendapatkan user id dan password harus memenuhi ketentuan ~ebagai 

berikut : 

a Surat Pengantar dari Kepala ULP ditujukan kepada Kepala LPSE 

Provinsi Sulawesi Barat perihal Pennohonan Pemberian User Id 

kepada Pokja ULP 

b. Perrnohonan dapat diantar langsung ke Sekretariat LPSE dan atau 

melalui alamat email helpdesk LPSE Prov. Sulbar 

helpdesk.lpsesulbar@yahoo.com 

c. Melampirkan salinan Surat Keputusan Gubemur tentang 

pengangkatan sebagai Pokja ULP. 

d. Melampirkan Surat Penugasan Pokja dari Kepala ULP, untuk paket 

pekerjaan yang ditugaskan 

e. Melampirkan Bio Data Pokja ULP (Form terlampir), yang 

ditandatangani oleh Pokja ULP yang bersangkutan. 

f Bio data pokja ULP, memuat inforrnasi diri, sebagai berikut 

( 1) Nama Lengkap 

(2) Pangkat!Golongan 

(3) Jabatan (Struktural/Fungsional) 

(4) Jabatan dalam Pokja (Ketua!Anggota) 
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(5) Satuan Kerja 

(6) Alamat Kantor 

(7) Nomor Telpon Kantor 

(8) Nomor Handphone 

(9) Email Pokja yang bersangkutan 

(10) Nomor SK.Pengangkatan sebagai Pokja 

(11) Masa berlaku SK. 

Setelah semua data dan isian formulir suah terpenuhi maka pihak admin 

LPSE memberikan user id kepada pokja dan User ld Pokja dapat 

diambil langsung oleh Pokja yang bersangkutan di Sekretariat LPSE 

dan atau dikirim melalui email pokja yang bersangkutan (pemberian 

User ld pokja tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan). 

3). Tata Cara Pendaftaran PPK Di LPSE 

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. PPK ini harus juga terdaftar namanya di LPSE dan 

memiliki akun tersediri dalam proses pengadaan barang/jasa, ini 

dimaksudkan agara untuk mengontrol proses pengadaan barang/jasa. 

Adapun proses pendaftarannya berdasarkan No. 

009/LPSFJEKBANG/JV/2015 tentang layanan pemberian user id 

PAIKPAJPPK Tanggal 20 april 2015 dimana proses tersebut dijelaskan 

bahwa untuk mendapatkan user id dan password harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut : 
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a. Surat Permohonan dari P AIKP A ditujukan kepada Kepala LPSE 

Prov.Sulbar, perihal Permohonan User Id. 

b. Pennohonan dapat diantar langsung ke Sekretariat LPSE dan atau 

melalui alamat email helpdesk LPSE Prov.Sulbar: 

helpdesk. lpsesulbar@yahoo.com 

c. Melampirkan Surat Pengangkatan sebagai P AIKP AIPPK. 

d. Melarnpirkan Bio Data PAIKPAIPPK (Form terlampir), dan 

ditandatangani oleh P AIKP AJPPK yang bersangkutan. 

e. Bio data P A/KP A/PPK, memuat infonnasi diri, sebagai berikut: 

i. Nama lengkap, 

ii. Pangkat/Golongan 

iii. Jabatan (Strukturai!Fungsional) 

iv. Satuan Kerja 

v. Alamat Kantor 

vi. Nomor Telpon Kantor 

vii. Nom or Handphone 

viii . Email yang bersangkutan 

ix. Nomor SK. 

x. Masa berlaku SK. 

Setelah semua data dan isian formulir suah terpenuhi maka pihak admin 

LPSE memberikan user id kepada PA/KPAIPPK dan User Id Pokja 

dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di Sekretariat LPSE 

dan atau dikirim melalui email yang bersangkutan (pemberian User ld 
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tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan). 

b. System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 

1) Unit LPSE 

Pembahasan terhadap penerapan System Pengadaan secara elektronik 

yang mana Sytem pengadaan secara elektroruk yang dikembangkan oleh 

Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) 

diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat secara terubuka dan 

bersaing serta mengifisienkan pelaksanaan pelelangan yang ada di 

Provinsi Sulawesi Baral hal tersebut juga dikemukanan oleh MYS salah 

satu informan yang ada di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE) yang duduk sebagai Kepala Seksi Layanan Informasi Dinas 

Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 

mengemukakan bahwa dengan adanya layanan pengadaan secara 

elektronik Pihak ULP/POKJA, Unit LPSE, PPK, Auditor dan Aparat 

Hukum sangat terbantu dengan adanya SPSE dikarenakan dimulai dari 

proses pengumuman sampai dengan proseses penetapan pemenang dapat 

meminimalisir penggunaan biaya utarnanya kertas, Waktu dan tenaga 

dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang. Aplikasi SPSE ini 

sangat efisien dan efektif, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan 

didalamnya misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung 

Aplikasi tersebut masih butuh peningkatan spesiflkasi barang agar 

aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berjalan 

lebih cepat lagi . 
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2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Pembahasan terhadap penerapan System Pengadaan secara elektronik 

yang mana Sytem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh 

Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) 

diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat secara terubuka dan 

bersaing serta mengifisienkan pelaksanaan pelelangan yang ada di 

Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut juga dikemukakan oleh bapak HS 

yang duduk sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) bahwa 

Dengan diterapkannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan 

menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), 

ULP sebagai pengguna aplikasi tersebut sangat terbantu dimana ULP 

tidak lagi harus bertemu langsung dengan penyedia barang yang ingin 

mengikuti proses lelang cukup dengan melihat layar computer masing­

masing dan tempat kerjanyapun tidak harus berada dikantor setiap saat, 

mereka dapat berkomunikasi dimana saja selama ada jaringan internet. 

Dan saya sebagai ketua ULP dapat mengakses seluruh informasi kegiatan 

yang dilaksanakan oleh POKJA. 

3) Penyedia Barang/Jasa 

Pembahasan terhadap penerapan System Pengadaan secara elektronik 

yang mana Sytem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh 

Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) 

diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat secara terubuka dan 

bersaing serta mengifisienkan pelaksanaan pelelangan yang ada di 
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Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut juga dikemukakan oleh RK 

selaku direktur CV. Finn a Konsultan bahwa met ode pelelangan yang 

baru ini melalui Aplikasi SPSE ini sangat membantu kami dan sangat 

memudahkan dikarenakan untuk menawar suatu barang/jasa yang 

dilaksanakan oleh pemerintah tidak harus lagi datang ke kantomya cukup 

didepan computer/laptop saja, dapat juga mengurangi biaya administrasi 

untuk kelengkapan dokurnen perusahaan. 

c. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Prov. Sulbar 

l ) Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Pembahasan terhadap Peraturan Pengadaan barang /jasa di Provinsi 

Sulawesi Barat mengacu pada pada Peraturan Presiden No 54 tahun 

2010 beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir No. 4 tahun 

2016 Tentang tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dimana pada 

peraturan tersebut sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengadaan 

barang secara elektronik (E-Procurement) yang dikembangkan oleh 

Lembaga kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Hal tersebut juga 

dikemukakan oleh Ketua/Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Bapak HS bahwa Peraturan Presiden No. 54 tahun 20 l 0 beserta Seluruh 

Perubahannya sangat sangat memudahkan dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari waktu proses, mengurangi 

adanya persekongkolan, masyarakat dapat mengakses secara terbuka 

serta dapat meminimalisir kerugian negara. " 

2) Unit Penyedia 
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Pembahasan terhadap Peraturan Pengadaan barang /jasa di 

Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada pada Peraturan Presiden No 54 

tahun 2010 beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir No. 4 

tahun 2016 Tentang tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 

dimana pada peraturan tersebut sudah ada regulasi yang mengatur 

tentang pengadaan barang secara elektronik. (£-Procurement) yang 

dikembangkan oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Pemerintah 

(LKPP). Hal tersebut juga dikemukakan salah satu penyedia barang 

Bapak Ridwan kasim,ST, SPd selaku direktur CV. Firma Konsultan 

bahwa Peraturan Presiden No. 54 tahun 20 J 0 beserta Seluruh 

Perubahannya dapat memudahkan kami dalam penawaran pekerjaan. 

Didalam peraturan tersebut masih ada kelemahannya utamanya untuk 

tenaga ahli, dimana tenaga ahli belum ada yang mengatur tentang 

jumlah dan besaran tenaga ahli yang di persayaratkan didalam 

dokumen lelang. Khusus untuk konsultansi dimana sekarang ini 

pengadaan langsung nilainya dibawah Rp. 50.000.000 sekiranya itu 

sebaiknya dinaikkan standarnya. Dari sisi prinsip prinsip pengadaan 

aturan yang ada sekarang sudah sangat terbuka dan bersaing antara 

penyedia barang/jasa. 

Dari ketiga point diatas bila disandingkan dengan realisasi pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa menggunakan system elektronik dimana seharusnya 

realisasi pelaksanaan pengadaan barang /jasa tersebut bias lebih cepat tetapi 

pada kenyataannya berdasarkan data dari Unit Layanan Pengadaan tahun 
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2017 realisasi pelaksanaan bertumpuk di Triulan ketiga Itu disebakan karena 

Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas/ Biro/ Badan yang ada disulawesi 

barat terlambat mengajukan surat permohonan Rencana Pelaksanaan 

Pengadaan Barang /jasa yang dapat dibuktikan dengan data surat masuk pada 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sulawesi Barat. 

2. Faktor yang memengaruhi Penerapan £ -Procurement Pemerintah 

terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat. 

a. Sumber Daya manusia (SDM) 

Pembahasan mengena1 factor yang memengaruhi penerapan e­

procurement pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di 

provinsi Sulawesi barat yaitu Sumber daya manusia terkait pelayanan 

pengadaan barang/jasa secara elektronik di Provinsi Sulawesi Barat 

dimana pihak penyedia, ULP dan LPSE harus memiliki tenaga yang 

terlatih dalarn menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa 

yang dikembangkan oleh LKPP. Berdasarkan data Sumber Daya 

Manusia (SDM) di ULP dan LPSE Provinsi Sulawesi Barat Kelompok 

Kerja (POKJA) hanya memiliki tenaga untuk melakukan proses 

pengadaan sebanyak 30 Orang dan pengelola LPSE hanya memiliki 11 

orang. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 20 I 0 dimana 

dipersayaratkan untuk menjadi POKJA harus memiliki sertiftk:at 

pengadaan. 

b. Tunjangan/Honor ULP/Pokja dan Unit LPSE 
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Pembahasan mengenat factor yang memengaruhi penerapan e­

procurement pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di 

provinsi Sulawesi Barat yaitu tunjangan/honor ULP/Pkja dan Unit LPSE 

berdasar data yang ada tidak sebanding dengan tanggung jawab yang 

dilaksanakan utamanya POKJA sehingga perlu ada peningkatan. 

tunjangan sepertihaln.ya yang dikemukakan oleh bapak Pembahasan 

mengenat factor yang memengaruhi penerapan e-procurement 

pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di provinsi Sulawesi 

barat yaitu Sumber daya manusia terkait pelayanan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik di Provins1 Sulawesi Barat Ketua Unit 

layanan Pengadaan Bapak HS, terkait paktor yang memengaruhi 

penerapan E-Procurement di Provinsi Sulawesi Barat bahwa ada bebeapa 

faktor penentu yang memengaruhi permasalahan penerapan E­

Procurement di Provinsi Sulawesi Barat yaitu yang pertama terkait 

Peralatan yang ada sekarang ini perlu dilakukan peningkatan, kedua 

terkait Surnber Daya Manusianya perlu juga dilakukan pelatihan system 

aplikasi yang baru dan yang ketiga terkait tunjangan pengelola LPSE dan 

ULP dimana sekarang ini rnasih rendah dibandingkan dengan resioko 

pekerjaan yang dilaksanakannya 

c. Peralatan (Hardware) Pendukung Apl ikasi SPSE 

Pembahasan mengen.at factor yang memengaruhi penerapan e­

procurement pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di 

provinsi Sulawesi Barat yaitu Pera]atan Pendukung (Hardware) 
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merupakan Perang keras seperti computer yang memiliki kemampuan 

teknologi tinggi yang terpusat (Komputer Server) dimana berfungsi 

untuk menjalankan aplikasi Siysem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE). Dari spesiftkasi yang ada utarnanya penyimpanan data perlu ada 

peningkatan untuk: menarnpung seluruh data proses pengdaan barang/jasa 

di Provinsi Sulawesi Barat, hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak 

HHF dirnana ditugaskan sebagai Admin PPE. Bahwa Pada tahun 2017 ini 

Perlatan penunjang (Server LPSE) pelakasanaan Aplikasi SPSE perlu 

dilakukan peningkatan peralatan dikarenakan peralatan yang ada 

sekarang ini utamanya penyimpanan data terkadang penuh dikarenakan 

besamya data yang diupload oleh penyedia jasalbarang. Ini juga 

dikemukakan olah Bapak MHH selaku direktur CV. MBC Persada 

bahwa selama ini terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan pada 

LPSE Provinsi Sulawesi Barat terkadang untuk login ke www.lpse.sulbar 

prov.go.id terkadang terjadi informasi error selama 1-2 hari sehingga 

kami tidak dapat mengikuti perkembangan pelelangan tetepi apabila 

terjadi hal seperti itu pihak ULP melakukan perbaikan dari sisi waktu 

pelaksanaan proses pengadaan barangljasa. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna 

mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Penerapan E -

Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi 

Sulawesi Barat dan Faktor yang memengaruhi Penerapan £-Procurement 

Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat. 

Penerapan E - Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang 

dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat dan Faktor yang memengaruhi Penerapan £­

Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi 

Sulawesi Barat. dengan mengunakan indicator/parameter, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan E - Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang 

dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat meliputi :a. Tata Cara Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan penilaian 

terkait tata cara pelaksanaan pengadaan Barang/jasa di provinsi Sulawesi 

Barat menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya mengacu pada Standar 

Operasional Pengelolaan yang sudah ditetapkan. b. System Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE) Berdasarkan penilaian penerapan pengadaan Barang/jasa 

di provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya 

melakukan pelelangan menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE). Aplikasi SPSE yang digunakan yaitu versi 3.6 dan perlu 
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menyesuaikan dengan versi yang terbaru. Dengan diterapkannya Aplikasi 

SPSE ini sudah mengefktif dan mengifisienkan dari sisi wak:tu, biaya dan 

tenaga. c. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi 

Sulawesi Barat Berdasarkan penilaian penerapan pengadaan Barang/jasa di 

provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari implernntasi Peraturan Pemerintah No. 

54 Tahun 2010 yang diubah terakhir Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk diprovinsi Sulawesi Barat 

sudah melaksanak:an sesuai dengan aturan yang berlak:u. 

Dari ketiga point Penerapan E - Procurement Pemerintah terhadap layanan 

pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat dapat dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penerapan eprocrement di Sulawesi Barat sudah pada 

dasarnya sepenuhnya mengacu pada aturan yang berlaku walaupun dari data 

realisasi pelaksanaan pelelangan masih ada keterlarnbatan pelaksanaan 

pelelangan, tetapi dari sisi proses pelelangan sudah sesuai dengan standar 

yang ada. 

2. Faktor yang memengaruhi Penerapan £-Procurement Pemerintah terhadap 

layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat meliputi a. 

Sumber Daya Manusia, Berdasarkan penilaian terkait Sumber Daya Manusia 

untuk di Provinsi Sulawesi Barat sudah memenuhi persayaratan untuk 

menjadi pengelola Pengadaan barang/jasa sesuai dengan PP No. 54 Tahun 

2010 beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir PP No. 4 Tahun 

2015. b. Tunjangan/Honor ULP/Pokja dan Unit LPSE, Berdasarkan penilaian 

tunjangan/Honor ULP/POKJA dan Unit LPSE berdasarkan data yang ada 

43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



117 

sudah diatur didalam Peraturan Gubemur No. 6 Tahun 2016 tentang 

tarnbahan penghasilan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang 

ada. c. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikasi SPSE, berdasarkan 

penilaian peralatan (Hardware) yang ada untuk mendukung Aplikasi SPSE 

sudah berjalan walapun masih sering terjadi permasalahan system error dan 

pihak ULP menyesuaikan jadwal yang ada yang berdasar pada jadwal 

pelelangan yang diatur didalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 

beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir PP No. 4 Tahun 2015. 

Dari ketiga point Faktor yang mernengaruhi Penerapan E- Procurement 

Pernerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi 

Barat dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sepenuhnya rnengacu pada 

standar yang berlaku walaupun masih ada yang beberapa pennasalahan yang 

ada. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan 

dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi kepada 

pengelola pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut: 

1. Penerapan E - Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang 

dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat Meliputi : a. Tata Cara Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penilaian 

terkait tata cara pelaksanaan pengadaan Barang/jasa di provinsi Sulawesi 

Barat disarankan tetap mengacu pada Standar Operasional Pengelolaan yang 

sudah ditetapkan. b. System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), 
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Mengupayakan agar pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan penyesiuaian 

Aplikasi SPSE Versi 3.6 Ke Versi yang Terbaru berhubung dikarenakan pada 

Aplikasi SPSE yang terbaru mendukung untuk dilakukang Proses pelelangan 

Cepat yang mengunakan waktu minimla 3 hari untuk melakukan pemilihan 

penyedia barang/jasa. c. Dasar Huk.um Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di 

Provinsi Sulawesi Barat, Untuk Sementara ini tetap mengacu pada Peraturan 

Pemerintah No.4 tahun 2015 Tentang Pengadaan Barangjasa Pemerintah dan 

saran sebaiknya ada yang mengatur tentang kebutuhan tenaga ahli dituangkan 

kedalam peraturan yang baru. Pihak Unit layanan Pengadaan sebaiknya 

segera melakukan koordinasi pada Dinas/Biro/Badan agar pelaksanaan 

pelelangan dapat dilaksanakan pada triulan pertama atau dapat dilaksanakan 

pelelangan dini untuk mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa. 

2. Faktor yang memengaruhi Penerapan £-Procurement Pemerintah terhadap 

layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat meliputi : a. 

Sumber Daya Manusia, Disarankan agar ada Pelatihan dan Ujian Sertifikasi 

di Sulawesi Barat dan dilaksanakan secara rutin agar Unit Layanan 

Pengadaan memiliki banyak Sumber Daya manusia untuk melakukan Proses 

Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement), b.Tunjangan/Honor 

ULP/Pokja dan Unit LPSE, berdasarkan penilaian tunjangan/Honor 

ULP/POKJA dan Urtit LPSE berdasarkan data yang ada sudah diatur didalam 

Peraturan Gubemur No. 6 Tahun 20 16 tentang tambahan penghasilan dan 

sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada sebaiknya ditingkatkan 
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penambahan Tunjangan terhadap Penge1ola ULP dan LPSE mengingat 

tanggung jawab yang diberikan. c. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikasi 

SPSE, berdasarkan penilaian pera1atan (Hardware) yang ada sebaiknya 

dilakukan peningkatan kapasitas server utamanya media penyimpanan data 

agar didalam melakukan proses lelang pada saat upload dokumen tidak 

lam bat dan terburuknya system error. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(PENGELOLA LPSE) 

I. Nama 

2. Jabatan 

3. Waktu Wawancara 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

No Pertanyaan 
I Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa 

secara elektronik ( E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? 

2 Bagaimana Pendapat Bapak terhadap pendukung (Hardware) Aplikasi SPSE 
dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-
Procurement) diProvinsi Sulawesi Barat? 

3 Bagaimana pendapat bapak tentang Surnber Daya Manusi dan tunjangan 
pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-
Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat? 

43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



PEDOMAN WA W ANCARA 

(PENGELOLA ULP) 

1. Nama 

2. Jabatan 

3. Waktu Wawancara 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

No Pertanyaan 
I Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa 

secara elektronik ( E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? 

2 Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ? 

3 Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusia dan tun j angan 
pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-
Procurement) di Provinsi SuJawesi Barat ? 

-
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PEDOMANWAWANCARA 

(PENYEDIA BARANG/JASA) 

I . Nama 

2. Jabatan 

3. Waktu Wawancara 

4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

No Pertanyaan 
1 Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa 

secara elektronik ( E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? 

2 Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ? 

3 Bagaimana pendapat bapak tentang Pokja yang ada sekarang 101 erkait 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di 
Provinsi Sulawesi Barat ? 
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HASIL WAWANCARA 
(PENGELOLA LPSE) 

1. Nama 
2. Jabatan 

3. Waktu Wawancara 
4 Jenis Wawancara 

: M. Yamin Saleh. SH, M .AP 
: Kasie Layanan Tnfonnasi Dinas Kominfo, 
Persandian dan Statistik Daerah 

: Januari 2018 
· Wawancara T idak Terstandar 

No Pertanyaan 
1 Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa 

secara e lektronik ( E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? 

Dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan menggunakan 
Ap/ikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembanglwn oleh 
LKPP Indonesia, Pihak Penyedia, ULPIPOKJA, Unit LPSE, PPK, Auditor dan 
Aparat Hukum sangat terbantu dikarenakan dimulai dari proses pengumuman 
sampai dengan proseses penetapan pemenang dapat meminimalisir 
penggunaan biaya utamanya kertas, Waktu dan tenaga da/am melakukan 
proses pemilihan penyedia barang. 

2 Bagaimana Pendapat Bapak terhadap pendukung (Hardware) Aplikasi SPSE 
dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elek:tronik (E­
Procurement) diProvinsi Sulawesi Barat ? 

Aplikasi SPSE ini sangat efisien dan efektif, walaupun masih ada kekurangan­
kekurangan didalamnya misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung 
Aplikasi tersebut masih butuh peningkatan spesifikasi barang agar aplikasi 
System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berjalan lebih cepat /agi 

3 Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusi dan tunjangan 
pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E­
Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat? 

Pada saat ini tenaga kami masih kurang sedangkan tunjangan yang diberikan 
kepada pengelola sudah ada tapi masih membutuhkan peningkatan 
dikarenakan tangungjawab kami sangat besar. 
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No 
I 

2 

3 

BASIL WAWANCARA 

1. Nama 
2. Jabatan 
3. Waktu Wawancara 
4. Jenis Wawancara 

(PENGELOLA LPSE) 
: Hafriansya HF A, S.Kom 
: AdminPPE 
: Januari 2018 
: Wawancara Tidak Terstandar 

Pertanyaan 
Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa 
secara e lektronik ( E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? 

Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSI.!-J yang ada di Sulawesi 
Barat Sekarang ini mengunakan SPSE versi 3, 6 sedangkan yang terbaru saat 
ini yang sudah dikembangkan oleh pihak LKPP adalah SPSE versi 4,1. 
Provinsi Sulawesi Barat belum menerapkan SPSE Versi 4.1 dikarenakan 
membutuhkan biaya untuk sosia/isasi dan pelatihan baik itu pihak penyedia 
maupun pihak ULP/Pokja. Sedangkan untuk hardware pendukung Aplikasi 
SPSE memerlukan peningkatan kapasitas utamanya penyimpanan data yang 
lebih besar lagi dikarenakan penyimpanan data yang ada sekarang ini sudah 
mulai penuh 

Bagaimana Pendapat Bapak terhadap pendukung (Hardware) Aplikasi SPSE 
dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-
Procurement) diProvinsi Sulawesi Barat ? 

Sedangkan untuk hardware pendukung Aplikasi SPSE memer/ukan peningkatan 
kapasitas utamanya penyimpanan data yang lebih besar lagi dikarenakan 
penyimpanan data yang ada sekarang ini sudah mulai penuh. Pada tahun 2017 
ini Perlatan penunjang (Server LPSE) pelakasanaan Aplikasi SPSE perlu 
dilakukan peningkatan peralatan dikarenakan peralatan yang ada sekarang ini 
utamanya penyimpanan data terkadang penuh dikarenakan besarnya data yang 
diupload oleh penyedia jasalbarang 

Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusi dan tunjangan 
pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-
Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat? 

. 
tenaga kami saat ini masih kurang, tunjangan yang diberikan kcpada pengelola 
sudah ada tapi masih membutuhkan peningkatan dikarenakan tangung jawab 
kami sangat besar. 
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BASIL WAWANCARA 

1. Nama 
2. Jabatan 
3. 
4 

Waktu Wawancara 
Jenis Wawancara 

(PENGELOLA ULP) 
: Hamrullah Said, ST 
: Ketua ULP 
: Januari 2018 
· Wawancara Tidak Terstandar 

No Pertanyaan 
I Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa 

secara elektronik (£-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? 

Dengan diterapkannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan 
menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), kami 
sebagai pengguna aplikasi tersebut sangat terbantu dimana ULP tidak lagi 
harus bertemu langsung dengan penyedia barang yang ingin mengikuti proses 
/elang cukup dengan me/ihat layar computer masing-masing dan tempat 
kerjanyapun tidak haru.s berada dikantor setiap saat, mereka dapat 
berkomunikasi dimana saja selama ada jaringan internet. Dan saya sebagai 
ketua ULP dapat mengakses se/uruh mformasi kegiatan yang dilak.sanakan 
olehPOKJA 

2 Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 
ten tang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ? 

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh Perubahannya sangat 
sangat memudahkan da/am pelaksanaan pengadaan barangljasa pemerintah 
mu/ai dari waktu proses, mengurangi adanya perselwngkolan, masyarakat 
dapat mengakses secara terbuka serta dapat meminimalisir kerugian negara. 

3 Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusia dan tunjangan 
pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E­
Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? 

ada bebeapa faktor penentu yang memengaruhi permasalahan penerapan £­
Procurement di Provinsi Sulawesi Baral yaitu yang pertama terkait Peralatan 
yang ada sekarang ini perlu dilakukan peningkatan, kedua terkait Sumber Daya 
Manusianya per/ujuga dilakukan pe/atihan system aplikasi yang baru dan yang 
ketiga terkait tunjangan p engelola LPSh dan ULP dimana sekarang ini masih 
rendah dibandingkan dengan resiko pekerjaan yang dilaksanakannya 
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1. Nama 
2. Jabatan 

BASIL W A W ANCARA 
(PENGELOLA ULP) 

: Aminuddin, AMd 
: POKJA 

3. 
4. 

Wak:tu Wawancara : Januari 2018 
Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

No Pertanyaan 
1 Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa 

secara elektronik ( E-procurernent) di Provinsi Sulawesi Barat ? 

e-procurement ini sangat bagus dikarenakan semuanya proses pelelangan 
dilaksanakan secara on line. Jadi mengurangi kemungkinan terburuk misalnya 
bertem langsung antara penyedia dan Polq·a yang dapat mengakibatkan 
besarnya peluang untuk bernegosias·i yang melanggar aturan. 

2 Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ? 

Peraturan Presiden No. 54 tahun 20 I 0 beserta Seluruh Perubahannya sudah 
mulai lebih baik dari yang sebelumnya sudah sangat memudahkan kami dalam 
proses. Tetapi masih ada permasalahan permasalahan yang terjadi utamnaya 
dalam eva/uasi tenaga ah/i, perlu ada regulasi yang mengatur yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dikarenakan kami sebagai pokja tidak 
mengetahui tenaga ah/i tersebut apakah sudah digunakan oleh orang lain atau 
belum agar dapat memudahkan kami dalam evaluasi. Untuk lelang cepat 
sangat bagus tetapi system SPSE Versi 3,6 yang ada sekarang ini belum 
mendukung untuk /elang cepat 

3 Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusia dan tunjangan 
pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barangljasa secara elektronik (E­
Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? 

Sekarang ini system honor yang ada mas1h sifatnya perpaket. Ka/au bisa 
dibuatkan regulasi yang baru agar Pokja semangat bekerja. 
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1. Nama 
2. Jabatan 

BASIL WAWANCARA 
(PENYEDIA BARANG/JASA) 

: Ridwan kasim,ST 
: DIREKTUR 

3. 
4. 

Waktu Wawancara : Januari 2018 
Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

No Pertanyaan 
l Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa 

secara elektronik ( E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat? 

metode pe/e/angan yang baru ini melalui Aplikasi SPSE ini sangat membantu 
kami dan sangat memudahkan dikarenakan untuk menawar suatu barangljasa 
yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak harus lagi datang ke kantornya cukup 
didepan computer/laptop saja, dapat juga mengurangi biaya administrasi untuk 
kelengkapan dokumen perusahaan, SPSE ini sangat membantu kami. 

2 Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010-
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ? 

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Se/uruh Perubahannya dapat 
memudahkan kami dalam penawaran pekerjaan. Dida/am peraturan tersebut 
masih ada ke/emahannya utamanya untuk tenaga ah/i, dimana tenaga ahli 
be/um ada yang mengatur tentang jum/ah dan besaran tenaga ah/i yang d1 
persayaratkan didalam dokumen lelang. Khusus untuk konsu/tansi dimana 
sekarang ini pengadaan langsung nilainya dibawah Rp. 50.000.000 sekiranya 
itu sebaiknya dinaikkan standarnya. Dari sisi prinsip prinsip pengadaan aturan 
yang ada sekarang sudah sangat terbuka dan bersaing antara penyedia 
barangljasa. 

3 Bagaimana pendapat bapak tentang Pokja yang ada sekarang tnt erkait 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di 
Provinsi Sulawesi Barat ? 

Sekarang ini Pokja di provinsi Sulawesi suduh professional didalam bekerju 
sudah menerapkun prinsip prinsip pengadaun. 
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1. Nama 
2. Jabatan 

HASILWAWANCARA 
(PENYEDIA BARANG/JASA) 

: Muh Harsya Harsanil 
: DIREKTUR 

3. 
4. 

Waktu Wawancara : Januari 2018 
Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar 

No Pertanyaan 
1 Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa 

secara elektronik (£-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat? 

Pengadaan Barang Jasa Secara E/ektronik (E-Procurement) mengunakan 
Ap/ikasi SPSE sangat membantu kami da/am menawar suatu pekerjaan. 
Kerahasiaan penawaran kamipun terjaga dan tidak banyak /agi waktu yang 
kami gunakan untuk satu paket proses pelelangan 

2 Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi SuJawesi Barat? 

Aturan pengadaan barang jasa sekarang ini sudah mulai terbuka dan sudah 
diatur hampir se/uruh permasalahan yang terjadi dida/am pengadaan 
barangljasa misa/kan dari sisi keterbukaan pihak pemerintah sudah 
mengumumkan seluruh paketnya melalui system Jnformasi Rencana Umum 
Pengadaan sehingga kami merasa tidak ada lagi pengadaan barangljasa yang 
disembunyikan oleh pemerintah dan itu menurut kami suatu pe/ayanan yang 
memuaskan. Aturan terkait penyediaan tenaga ahli memang sebailmya perlu 
ada regulasi yang mengikat supaya tidak terjadi adanya tumpang tindih tenaga 
ahli 

3 Bagaimana pendapat bapak tentang Pokja yang ada sekarang m1 erkait 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (£-Procurement) di 
Provinsi Sulawesi Barat ? 

Saya kira Pokja di provinsi Sulawesi sudah professional didalam bekerja sudah 
menerapkan prinsip prinsip pengadaan. 
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PERBEDAAN 

PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 

& PERATURAN PRESIDEN NO. 4 TAHUN 2015 

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
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Matriks Perbedaan Antara Peraturnn Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 

35 Tabun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tabun 2012 dengan Peraturan Presiden No. 

172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

I. DEFENISI 

Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang selanjutnya 

disebut LKPP adalah 

Lembaga Kebijakan 
lembaga Pemerintah yang 

Pengadaan Barang/Jasa 
bertugas mcngembangkan 

Pemerintah yang selanjutnya 
dan merumuskan kebijakan 

disebut LKPP adalah 
Pengadaan Barang/Jasa 

lembaga Pemerintah yang 
sebagaimana dimaksud 

bertugas mengembangkan 
dalam Peraturan Presiden Perubahan yang 

Nom or I 06 Tahun 2007 terjadi adalah 

I. LKPP 
dan merumuskan kebijakan 

tentang Lembaga Kebijakan dasar hukum 
Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud 
Pengadaan Barang/Jasa pembentukan 

dalam Peraturan Presiden 
Pemerintah sebagaimana LKPP 

Nom or 1 06 Tahun 2007 
diubah dengan Peraturan 

tentang Lembaga Kebijakan 
Presiden Nomor 157 Tahun 

Pengadaan Barang/Jasa 
2014 tentang Perubahan atas 

Pemerintah 
Peraturan Presiden Nomor 

106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

Pejabat Pengadaan adalah 

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk 

2. 
Pejabat personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan 

Pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan 

Langsung. Langsung, dan E-

Purchasing. 

• Peranan Pejabat Pengadaan saat ini lebih diperluas yaitu dapat mclakukan penunjukan langsung hingga 

maksimal 200 Juta danE-Purchasing. 
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ll. ORGANISASI PENGADAAN 

Pengadaan Langsung atau 

Pengadaan Langsung untuk Penunjukan Langsung untuk 

Tugas Pokok 
paket Pengadaan paketPengadaan 

dan 
Barang!Peketj aan Barang!Pekerj a an 

3. Kewenangan 
Konstruksi/Jasa Lainnya Konstruksi/Jasa Lainnya 

Pejabat 
yang bemilai paling tinggi yang bemjlai paling tinggi 

Pengadaan 
Rp200.000.000,00 (dua ratus Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dan/atau juta rupiah); dan/atau 

Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Langsung atau 

Penunjukan 

paket Pengadaan Jasa Langsung untuk paket 

Konsultansi yang bemilai Pengadaan Jasa Konsultansi 

paling tinggi yang bemilai paling tinggi 

Rp50.000.000,00 (lima puluh Rp50.000.000,00 (lima 

juta rupiah) puluh juta rupiah) 

Pengecualian persyaratan Pengecualian persyaratan 
Persyaratan kepemilikan sertifkat hanya kepemilikan sertifkat hanya 

Sertifikat berlaku dalam hal Kepala berlaku dalam hal Kepala 
4. 

untuk ULP tidak merangkap ULP tidak merangkap 

Kepala ULP anggota Kelompok Ketja anggota Kelompok Ketja 

ULP ULP/Pejabat Pengadaan 

sebagai wajib pajak sudah 

memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dan 

telah memenuhi kewajiban 

perpajakan tahun terakhir 

Persyaratan 
(PPTK Tahunan) serta memiliki Nom or Pokok 

memiliki laporan bulanan Wajib Pajak (NPWP) dan 
5. Pajak Untuk 

PPh Pasal 21 , PPh PasaJ 23 telah memenuhi kewajiban 
Penyedia 

(bila ada transaksi), PPh perpajakan tahun terakrur 

Pasal 25/Pasal 29 dan PPN 

(bagi Pcngusaha Kena Pajak) 

paling kurang 3 (tiga) bulan 

terakhi r dalam tahun 

betjalan 

• Dengan menghilangkan persyaratan pajak 3 bulan terakhir, maka kerumitan evaluasi kualifikasi dan 

benturan dengan peraturan perpajakan dapat dihindari 

6 Persyaratan Persyaratan pemenuhan 

Pajak untuk kewajiban perpajakan tahun 
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Met ode 

Pengadaan 

Langsung 

Belum Diatur terakhir, dikecualikan untuk 

Pengadaan Langsung dengan 

menggunakan bukti 

pembelian atau kuitansi 

• Pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi cukup mempersyaratkan 

kepemilikan NPWP 

ill . RENCANA~PENGADAAN 

7. 
Pengumuma 

nRUP 

PA pada Pemerintah Daerah 

mengumumkan Rencana 

Umum Pengadaan 

Barang!Jasa secara terbuka 

kepada masyarakat luas, 

setelah APBD yang 

merupakan rencana 

keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah dibahas 

dan disetujui bersan1a oleh 

Pemerintah Daerah dan 

DPRD. 

PA pada Pemerintah Daerah 

mengumumkan Rencana 

Umum Pengadaan 

Barang/Jasa secara terbuka 

kepada masyarakat luas, 

setelah rancangan peraturan 

daerah tentang APBD yang 

merupakan rencana 

keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah disetujui 

bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD 

• Pengumuman RUP tidak lagi menunggu persetujuan APBD, melainkan cukup persetujuan Ranperda 

APBD 

IV. METODE PEMTLIHAN 

8. 
Penunjukan 

Langsung 

Ditambahkan: 

Pekerjaan Pengadaan dan 

penyaluran benih unggul 

yang meliputi benih padi, 

jagung, dan kedelai, serta 

pupuk yang meliputi Urea, 

NPA, dan ZA kepada petani 

dalam rangka menjamin 

ketersediaan benih dan 

pupuk secara tepat dan cepat 

untuk pelaksanaan 

peningkatan ketahanan 

pangan 

• Penambahan ini dilakukan pada Perpres 172 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mendukung program 
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pemerintah mencapai kedaulatan pangan. 

9. 

Pengadaan 

Langsung 

Jasa 

Konsultansi 

Pengadaan Langsung dapat 

dilakukan terhadap 

Pengadaan Jasa Konsultansi 

yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

a . merupakan kebutuhan 

operasional 

K/UDII; dan/atau 

b. bemilai paling tinggi 

RpSO.OOO.OOO,OO 

(lima puluh juta 

rupiah) 

Pengadaan Langsung dapat 

dilakukan terhadap 

Pengadaan Jasa Konsultansi 

yang bemilai paling tinggi 

Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) 

• Ketentuan kebutuhan operasional dihapus karena dapat berarti pengadaan langsungjasa konsultansi dapat 

dilakukan berapapun nilainya selama memenuhi ketentuan operasional. 

V. TANDA BUKTI PERJANTIAN 

10. 
Tanda Bukti 

Peljanjian 

Tanda bukti perjanjian terdiri 

atas: 

a. bukti pembelian; b. 

kuitansi; c. Sural Perintah 

Kelja 

(SPK); dan d. surat 

peljanjian 

Tanda bukti peljanjian 

terdiri atas: 

a. bukti pembelian; 

b. kuitansi ; 

c Surat Perintah Kelja 

(SPK); 

d. surat peljanjian; dan 

e . surat pesanan 

• Sural pesanan diperuntukkan khusus untuk pcngadaan yang dilaksanakan secara E-Purchasing dan 

pembelian secara online 

VI. JAMINAN PELAKSANAAN 

II. 

Jaminan Pelaksanaan dapat 

Penggunaan diminta PPK kepada 

Jaminan Penyedia Jasa Lainnya untuk 

Pelaksanaan K ontrak bemilai di atas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah), kecuali untuk 

Jaminan Pelaksanaan tidak 

diperlukan dalam hal : 

a. Pengadaan 

Barang/Pekeljaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya 

- I-

43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Pengadaan Jasa Lainnya 
dimana aset Penyedia sudah 

dikuasai oleh Pengguna 

yang dilaksanakan dengan 

metode Pengadaan 

Langsung, Penunjukan 
Langsung Untuk 

Penanganan Darurat, 
Kontes, atau Sayembara; 

b. Pengadaan Jasa Lainnya, 

dimana aset Penyedia 
sudah dikuasai oleh 

Pengguna; atau 

c. Pengadaan Barang/Jasa 

dalam Katalog Elektronik 
melalui £-Purchasing. 

• Penggunaan jaminan lebih dipertegas pada metode pemilihan dan bukan sekedar berdasarkan nilai paket 

lagi. Juga apabila proses pemilihan menggunakan e-purchasing, maka tidak diperlukan jaminan pelaksanaan 

Vll. PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA 

12. 

Waktu 
Pengumuma 
n Pemilihan 

Pengumuman pemilihan 

penyedia dilakukan setelah 
penetapan APBD untuk 
anggaran APBD dan setelah 

persetujuan RKA untuk 
APBN 

Pengumuman Pemilihan 
penyedia dilakukan setelah 

RUP diumumkan atau untuk 
pengadaan barangljasa 

tertentu dapat dilakukan 
sebelum RUP diumumkan 

• Pengumuman pemilihan penyedia saat ini didasarkan kepada RUP dan bukan kepada anggaran lagi. 

• Pengumuman pemilihan yang mendahului RUP dapat dilakukan untuk: o pengadaan Barang/Jasa yang 
membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama; 

o pekerjaan kompleks; dan/atau o peke~aan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak 

boleh berhenti . 

VIII. PENANDAT ANGANAN KONTRAK 

13. 

Kontrak dan 
Penetapan 

Anggaran 

Penandatanganan Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa 

dilakukan setelah DIPA/DPA 
ditetapkan. 

Dalam hal proses pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa 

dilaksanakan mendahului 
pengesahan DIPNDPA dan 

alokasi anggaran dalam 
DIP A/DPA tidak disetujui 
atau ditetapkan kurang dari 

nilai Pengadaan Barang/Jasa 
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yang diadakan, proses 
pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa dilanjutkan ke 
tahap penandatanganan 

kontrak setelah dilakukan 
revisi DIP A/DPA a tau 

proses pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa dibatalkan 

Kontrak dan Para pihak menandatangani Para pihak menandatangani Batas waktu 

14. Jaminan Kontrak setelah Penyedia Kontrak setelah Penyedia penyerahan 
Pelaksanaan Barang/ Jasa menyerahkan Barang!Jasa menyerahkan jaminan 

Jaminan Pelaksanaan paling 

larnbat 14 (empat betas) hari 
Jaminan Pelaksanaan. 

pelaksanaan 
ke~a terhitung sejak dihapuskan 
diterbitkannya SPPBJ 

IX. PEMBA Y ARAN PREST ASI PEKERJ AAN 

Pembayaran prestasi ke~a 
Pembayaran prestasi 

diberikan kepada Penyedia 
pekerjaan diberikan kepada Lebih dipertegas 

Barang!Jasa setelah 
Penyedia Barang/Jasa senilai bahwa 

Waktu prestasi peke~aan yang pembayaran 
15. 

Pembayaran 
dikurangi angsuran 

diterima setelah dikurangi berdasarkan 
pengembalian Uang Muka 

angsuran pengembalian prestasi yang 
dan denda apabila ada, serta 

Uang Muka dan denda diterima 
pajak 

apabila ada, serta pajak. 

Pembayaran bulanan/termin 

untuk Pekerjaan Konstruksi , 
dilakukan senilai peke~aan 
yang telah terpasang, 

Pembayaran 
tennasuk peralatan danlatau Pembayaran untuk pekerjaan 

bahan yang menjadi bagian konstruksi, dilakukan senilai 
16. Peke~aan 

dari hasil pekerjaan yang pekerjaan yang telah 
Konstruksi akan diserahterimakan, terpasang 

sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat dalam 
Kontrak 

Pembayaran dapat dilakukan 
Pembayaran scbelum prestasi pekerjaan 

17. Sebelum Belum Diatur di terima/terpasang untuk: 

Prestasi 
a. pcrnberian Uang Muka 

kepada Penycdia 
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Barang/Jasa dengan 

pemberian Jaminan Uang 

Muka; 

b. Pengadaan Barang/Jasa 

yang karena sifatnya dapat 

dilakukan pembayaran 

terlebib dabulu, sebelum 

Barang/Jasa diterima 

setelah Penyedia 

Barang/Jasa 

menyamprukan jarrunan 

atas pembayaran yang 

akan dilakukan; 

c . pembayaran peralatan 

dan/atau baban yang 

menjadi bagian dari hasil 

pekerjaan yang akan 

diserahterimakan, namun 

belum terpasang. 

• Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara !run namun 

tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak 

penyelenggaraan beasiswa, belanja online, ataujasa penasehat hukum . 

• Peralatan danlatau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun 

belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak tennasuk biaya 

pemasangan dan biaya uji fungsi. 

• Penyelesruan pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun 

Anggaran berjalan. 

X. KEADAAN KAIIAR 

. Yang dapat digolongkan 
Contoh Keadaan Kahar sebagai Keadaan Kahar 

dalam Kontrak Pengadaan dalam Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa meliputi : Barang/Jasa antara lain Pengertian 

namun tidak terbatas pada: keadaan kahar 
Kategori 

a. Bencana Alam; bencana alam, bencana non yang dulunya ada 
18. Keadaan 

Kahar 
alam, bencana sosial, pada Pasal 91 

b. Bencana Non Alam pemogokan, kebakaran, Ayat (2) dihapus 
gangguan industri lrunnya 

c. Bencana Sosial sebagaimaoa dinyatakan 

melalui keputusan bersama 
d. Pemogokan Menteri Keuangan dan 
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e. Kebakaran; dan/atau 

f. gangguan industri lainnya 

sebagaimana dinyatakan 

melalui keputusan 

bersama Menteri 

Keuangan dan menteri 

teknis terkait. 

menteri teknis terkait. 

• Kategori keadaan kahar lebih diperluas dan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. 

XI. PEMUTUSAN KONTRAK 

19. 

Ketentuan 

SOHari dan 

Tahun Bel urn diatur dengan jelas 

Anggaran 

Pemberian kesempatan 

kepada Penyedia 

Barang!Jasa menyelesaikan 

pekerjaan sampai dengan SO 

(lima puluh) hari kalender, 

sejak masa berakhimya 

pelaksanaan pekeljaan, 

dapat melampaui Tahun 

Anggaran. 

• Ketentuan ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Peketjaan Umum yang sudah 

menetapkan hal ini sebelumnya. 

20. 

Tindak 

Lanjut 

Pemutusan 

Kontrak 

Bel urn diatur dengan jelas 

Dalam hal dilakukan 

pemutusan Kontrak secara 

sepihak oleh PPK karena 

kesalahan Penyedia 

Barang!Jasa, Kelompok 

Ketja ULP dapat melakukan 

Penunjukan Langsung 

kepada pemenang cadangan 

berikutnya pada paket 

pekerjaan yang sama atau 

Penyedia Barang/Jasa yang 

mampu dan memenuhi 

syarat. 

• Ketentuan ini memberikan kepastian terhadap pelaksanaan pekerjaan, dimana apabila terjadi pemutusan 

kontrak, maka tahapan pengadaan kembali diulang melalui metode pemilihan penyedia dalam bentuk 

penunjukan langsung oleh Pokja ULP. 
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Xll. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

21. 

Kewajiban 

PBJ Secara 

Elektronik 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dapat dilakukan 

secara el ektroni k 

Pengadaan Barang/Jasa Menghilangkan 

Pemerintah dilakukan secara kata "dapat" pada 

elektronik Pasal 106 ayat 1 

• Berdasarkan ketentuan ini, maka pengadaan barangfjasa pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik 

dimulai saat Perpres No. 4 Tahun 2015 berlaku. 

• Ruang lingkup pengadaan secara elektronik ini adalah E-Tendering danE-Purchasing. Hal ini berarti 

penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, dan sayembara dilaksanakan secara non elektronik 

22. 
Penggunaan 

SPSE 
Belum diatur 

.KJUDII mempergunakan 

Sistem Pengadaan 

Barang!Jasa Pemerintah 

Secara Elektronik yang 

dikembangkan oleh LKPP. 

• Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 108 Ayat (3) dan (4), maka SPSE yang digunakan adalah 

SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. K./L/D/1 tidak boleh menggunakan aplikasi lain untuk pengadaan 

secara elektronik. 

23. 

Ketentuan 

E­
Tendering 

Belum diatur dengan jelas 

Dalam pelaksanaan E­

Tendering dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. tidak diperlukan Jaminan 

Penawaran; 

b. tidak diperlukan 

sanggahan kualifikasi; 

c. apabila penawaran yang 

masuk kurang dari 3 (tiga) 

peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan 

dengan dilakukan 

negosiasi teknis dan 

harga/biaya; 

d. tidak diperlukan 

sanggahan banding; 

e. untuk pemilihan Penvedia 
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24. 

Jasa Konsultansi: 

I) daftar pendek 

beijumlah 3 (riga) sampai 

5 (lima) penyedia Jasa 

Konsultansi; 

2) seleksi sederhana 

dilakukan dengan metode 

pascakualifikasi . 

I. Percepatan pelaksanaan E-

Tendering dilakukan 

dengan memanfaatkan 

lnformasi Kineija 

Penyedia Barang/Jasa. 

2. Pelaksanaan E-Tendering 

Percepatan dilakukan dengan hanya 

Pelaksanaan 
Belum diatur 

memasukan penawaran 

E- harga untuk Pengadaan 

Tendering Barang/Jasa yang tidak 

memerlukan penilaian 

kualifikasi, administrasi, 

dan teknis, serta tidak ada 

sanggahan dan sanggahan 

banding. 

3. Tahapan E-Tendering 

sebagaimana dimaksud 

paling kurang terdiri atas: 

a. undangan; 

b. pemasukan penawaran 

harga; 

c. pengumuman pemenang. 

• Percepatan pelaksanaan e-Tendering baru diperkenalkan pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan 

mempergunakan informasi kineija penyedia (Vendor Management System). Pemilihan penyedia 

dilaksanakan terhadap data penyedia yang sudah terdapat pada sistem sehingga tidak diperlukan 

evaluasi kualifikasi lagi. Demikian juga barangljasa yang akan diadakah sudah bersifat jelas dan 

tegas sehingga tidak diperlukan evaluasi administrasi dan teknis. Persaingan hanya teljadi pada sisi 

harga. Sehubungan dengan hal ini, maka waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dapat jauh lebih 

singkat 
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Dalam rangka pengelolaan 

sistem katalog elektronik 

sebagaimana dimaksud 

25. 
Kontrak Payung pada ayat (I), LKPP 

Dihapus 
pada E-Katalog melaksanakan Kontrak 

Payung dengan Penyedia 

Barang/Jasa untuk 

Barang/Jasa tertentu. 

K/L/D/I wajib melakukan 

Kewajiban 
E- Purchasing terhadap 

26. Menggunakan 
Barang!Jasa yang sudah 

Belum diatur dimuat dalam sistem 
E- Purchasing katalog elektronik sesuai 

dengan kebutuhan KIL/D/I. 

E-Purchasing dilaksanakan 

oleh Pejabat 

Pelaksana E-
Belum diatur 

Pengadaan/PPK atau 
27. 

Purchasing pejabat yang ditetapkan .. 
oleh Pimpinan 

Instansi/lnstitusi. 

XIII. PELA Y ANAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN 

Pimpinan K/L/D/l wajib 

memberikan pelayanan 

hukum kepada 

Kewajiban 
P AIKP AIPPKIULP/Pej abat 

28. Pelayanan Belum diatur 
Pengadaan/PPHP/PPSPM/ 

Benda hara/APIP dalam 
Hukum menghadapi perrnasalahan 

hukum dalam lingkup 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

Pelayanan hukum hanya 

diberikan hingga tahap 

29. Ruang Li ngkup Belum diatur penyelidikan untuk tindak 

pidana dan pelanggaran 

persaingan usaha 

• Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengelola pengadaan sehingga 

dapat melaksanakan tugasnva secara baik dan tenang. Juga untuk memastikan bahwa KIL/D/I tetao 
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bertanggungjawab dalam proses pengadaan barangljasa 

XIV. KETENTUAN LAIN 

30. 

Pengadaan 

Barang/Jasa di 

Desa 

Belum diatur 

Ketentuan Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa diatur 

dengan peraturan 

Bupati/Walikota yang 

mengacu pada pedoman 

yang ditetapkan oleh 

LKPP. 

• Menindaldanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki pengaturan pengadaan 

barangfjasa sendiri serta tidak tunduk kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Hal ini karena 

sumber anggaran PBJ Desa adalah APBDes yang tidak termasuk ruang lingkup Pasal 2 Perpres No. 54 

Tahun 2010 dan Perubahannya. Oleh sebab itu, setiap Kepala Daerah wajib membuat aturan PBJ pada Desa 

di Wilayahnya namun tetap mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP 

31. 
Konsolidasi 

Pengadaan 
Belum diatur 

Pi m pi nan K!UD/1 

mendorong konsolidasi 

pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

• Saat ini pelaksanaan pengadaan di K/L/D/1 terkotak-kotak berdasarkan kegiatan dan anggaran. Dengan 

munculnya aturan ini , maka pelaksanaan pengadaan didorong dilaksanakan secara terkonsolidasi sehingga 

tidak lagi banyak dilaksanakan secara pengadaan langsung dan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan 

yang lebih efektif dan efisien. 

43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



LAMPl RAN 

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR 

PEMBENTUKAN 

UNIT LAYANANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONtK(LPSE) 

DAN 

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULP) 
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TENTANO 

PEMDENTUKAN PENOELOLA UNIT LAYANAN PEHOI\DAAN UARANO/JASA 
SECARA ELfjJ(TRONIK PJlOVINSJ SOLAWESI IJARAT 

Mcnimbllnft n. 

l>. 

c. 

d. 

Mengingot 1. 

2. 

3. 

4. 

TAJIUN ANGGARAH 2017 

OUUeRNUR SULAWESJ DARAT, 

brthwtl prot•c~ pCilJ!O.dtutn harnntt/jn!>a ulch Pcmcrintah 
<ICJ)!(On mcmunfnlllknn nu•d ifl (:lcktronak Hkfln l<:hlh 
trllll~J>arnn, nkunlohel, C'kklir clnn cfinicn , M~lums d c rlKIIn 
upuyu pc:mhc•rancu:uul kor\lp:;i, kolli:Ji dan nc:poti:•rnc; 

bohw,, lwrtlasorkun kct t·ntuan Pmml Ill 11ynt ( \) l'cnttuntn 
Prcsldcn Nomor 54 Tnhun 20 I 0 len tong pcns~claan 
llnruntt/ •IHKH Pcmcrintnh :JchnJtl'\iiiH\1111 tclnh diubnh bcbcrnpn 
koli, tcr<~khlr dengun Pcrnlurnn Preni<len Nomor 4 Tnhun 
20.15 tcnt ''lnU Pcrubnhon Kcctnp.•t Pc:rulllr(m Prc:Jidcn Nonwr 
54 Tnhun 20 l0 tcntnng Pcn gadoan Uuran~/.lttfSa Pcmeritltnh, 
Oubemur membentuk lemb!lgn penr.u{hltul :s<!cam clck t rotl ik 
(LPSE) untuk memfasililnr~i UI.P/ IJejnh r\1 pcngnclaun rlnlmn 
melaksnnaknn pengodonn bu ront)/jH~n !\CC':lra ckkt romk; 

bahwa untuk keln.ncarM pclnksannnn LPSE scbngnjnmm\ 
dimakaud dalam huruf b, pcrlu mcmbentuk rx·n~t·luln unit 
lnyanan pengudaan barnng/jmm sccara clcktronik: 

bahwa berdaaarkan pcrtimoongun r~chn~nim:mn dittmks\:d 
dala.m hurur o, huruf b, don hun1f c, pcrlu mcnctnpk~n 
Keputuaan Oubemur tentang Pembentuknn Pencc.-loln Unit 
lAyaruln Pengadun Bn.rong/Jnsn Sccnrn t-:lcktronik Provin s1 
Sulawesi Bo.rat Tahun Anggarun 201 7; 

Undang· Undcmg Nomor 26 Ttthun '200·\ t~·ntun~t 
Pcmbentukan Provi.nsi Suhtwcsi Dural (Lcmb:mm Nq~orn 
Republik tndoncttln Tnhun 2004 Numur 10!), 'r.unlmh.m 
Lembaran Ncgora Republlk Indonesla Nomor ·l422); 

Undang·Undnng Nomor 11 Tahun 200H tenlnng Jnrorm.u>i 
don Trnnaakai Elektronlk (Lembn.rnn Ncgnro l~epubhl< 
lndoneaia Tahun 2008 Nomor 58, Tambohnn Lcmbnmn 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4843); 

Undong-Undang Nomor 14 Tnhun 2008 tentnng Ketcrbukmm 
Jnfoi1'1\Gai PubUk (Lemblll'lln Nepm Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambohnn Lembnrnn Nc~nrn 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

Nomor 25 Tliliun 2009 tentang Pclnynnnn 
Nepra Republlk lndoneala TCJ.hun 2009 

;lli&)~Talmbw~ Lembata.n Nepnl RopubUk tnclonealn 
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,. 
,). 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

U11rlnng tJntl111 \~ Numm· 1.:1 T 11 h1111 ?.()I '1 tcn tiUlH 
l ' t: I1 WI iu l11h 11 11 Dur111 h (l..c·mbru 1m Nq{l llll H•·puhlik luduneulll 
Tuhtm ~~() 1 '1 Nunmr 'J.•H, Ttuulmhrm l..rrnlmnm N <' f{MH 

f~cpublik lnclmH:HIH N cHllUI' f>fJU7) ru;lm v,ttitrUII III troluh d lu tw h 
lK:bc·rnpn kuli, tc·mkh ir dcnf~Hn UnclallH lJuclm tJ( Nmnur '' 
T::l hun i!()J : , t cntnu~ l't•rllhnhun Kc·<l\111 Awn Undtctl p, Undtut~ 
Numor ?,;) 'l'nhull '). 0 1·1 h~ntany. Prnwnntn hrm D:u·rnh 
fl ..cmbnmn N<•tt••rn n cpublik lmlmW!Iiu 1'uhun ?.0 1 s Nurnor SH. 
Trunhnhun l .~mhnrru\ Nc•ttn rn t<r publlk ltiC ionc:!-liH Nm nor 
5(;74)}: 
P<n murun Pcmcnnlll h Nnuw r :.!'• T~thun ?,(HJO tc•n tHnfl, 
Pt· nydc llt'.K"~"m'n ,Jntll\ Kcu wtr uk::& (l-t•tnh.um u Nq~.tr:1 l~crn• bhk 
lndonc':.ia Tnh\ln ~WOO Noruor h1, Tmtlhnhun l.t•tr1 lmrtlll 
Nt'KHl"lt f~c' JHihlik lnclonf'uir' Nunwr ~\f)!i(,) ncht•(:a iuHtnll tduh 
dluhnh dcnJv m r c:mtUI' t \11 Pt•mc•rint nh Nornnr § C) ' r t,h\Ht 2010 
trtH a nt.e Pcnthnh1m Atn3 Pcm turnn Pcmerlnlnh Numpr 29 
Tnhun 2000 tc·ntrmn l' r.nyr; leruuturtHm J Mn Konstruksr 
(Lc mhmnn Nc'f~Ont T;thu n :.Wl() Nn tnor 95,; 

Pt·rul l ii' IIH l'<·mcli ntoh Numnr JO ·rnhun 2000 tcn tJtnJI, 
Pcnyc·k nr.Kormm Pcmhituum ... Jtum Kon tftruktJi (lAJ rfilmrun 
Ncg.u"a l~cpublik lndoncuin Tohun 2000 No111or 65, TombHh u n 
l.<: m hfl l"iUl NcgJUi\ Hq )ublll< l ncl ()ttC!IIl\ Nomor 3957); 

f'ernttmm Presiclcn Nomoa· 54 Tnh un ?.010 tcnttln~! 
Pcm wtdunn Unrung/Ju$f' Pcmcrintah scbnRI•im nnn teloh 
diubt\h bcbcrnpa ko.ll, tcrnkhir dcngua\ Pcrnturnn Prc!1iclen 
Nomor 4 Ta hu n 20 15 tentnng Pcrub~Lhon Kcempnt Atns 
Pcm tu ron Presiden Nomor 54 To hun :.lO lO tcntnng Pengndnn n 
Darnng/Jasa Pemerlnt.ah (l.cmbaron Ncg;tru R.:publik 
Indonesia Tnhun 2015 Nomor 5); 
Peroturnn Menteri Dalt1m Negeri Nomor J 1 T:\hun '20 t 6 
tentong Pedoman Penyuaunrul APBO Tahun Ang,Kornn 20 17; 

Penaturan Kcpala LcmbnAA Kcbijoknn Pcnl(ucla nn 
Barang/Jaaa Pemerint.ah Republik lndonesin Nomor 2 Tnhun 
2010 lenta.ng ~yanan Pengndnnn Sc<;nro E:lektronik; 
J>erotum n Kcpala Lembngn Kebijnknn Pcngndnnn 
Barang/ Ja.!4 Pemerin tnh Republik tndoncsin Nomor 1 Tahun 
2015 tentang E·Tender\ng; 

lnetruksi Prcsidcn Nomor 1 tentunl' Akm Pcncet~nhnn dlln 
Pemberontasan Korupel Tohun 201 3; 

Pernturan Daemh Provinsi Sulawesi Unrot Nomor 2 Tnhun 
2008 tent.ang Pokok·Pokok Pengeloloon t<eunngnn Oaemh 
(l.embnrt\n Daeroh Provln sl Sulawesi Dau nt Tnhun 2008 
Nomor 26, Tambnhan Lembnran Docroh Pro\·insi Su lnwcsi 
Bo.rot Nomor 26); 

Pcruturan Dneroh Provim~l Sulaweal Barnt Nomor 6 Tohun 
2016 ten tang Pembentuko.n dan Suaunan ~rungknt Dnemh 
Prov.inai Sulawcal BotUt (LcmbUM Daorah Provinal Sulnwcttl 
Ba.rat Nomor 6, Tambahan Lombuan Durah Provlnai 
Sulaweel Barat Nomor 79); 
Peraturan OUbemur Provlnal 8ulaweal Bai.tliGmor 
2p16 tantana Kcdudukan, Tuau!~E~II!I:t~ 
0~ dan Tata Kerja. Dlna1 Rnla-.w~ ~~~ 
Barat (Borlt& DMtah PrcMnu 
Nomor45); 
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M('r.rt••pk.ll l 

l-.l-:S1\TI' 

K!::.IIOA 

KE l.IMA 

I tt t•c·n&l ll rlln <:uht'lll\l r :;ul,\\\!'~1 Unw t N•11nM ~l) T.allllu 201{) 
t•·nt ;eu~ f'(·uj. th m .\n Aum:m mt l'c·Hclap.tt. tn don Udnn1n 
o.u·m h l'a o"in-ti Suh1\\l'1i llurat Tahun AnJ:gnr.tn 2017 (H ·r it. t 
O"rmh Pruvins i S ula\\ l'Si H.lrat Tnhun 20lb Nomor :i2J; 

MEl'tttJTUSKAN t 

Mt•mh('lltllk Pc IIJ:f'l t>l.l Unit l..a)'oll1 1n P('t}f~.ul.um H.tf.ll \ ~/. 1 •• :. t 
:ieCt\r,, Elcktrontk Provms• SllltlWc~i IJur.el Tuhun Anp,r.M;m 2017. 
st:bMt<tim.uu\ tc:n.ontum p.td•' 11111pir.w kcpulu~. n ini. 

Pcn~clolo ~lut.f~Hittmnn uimuk:utd J}.l tdu dikwm Kf:SATU. 
mrmpum .11 tur.n" 'lrh:tttal hcnkut : 

n . rnd.ak"l.lHaktll\ 1)''11 }'\JS\.IIl ~Ul p.r•1•~rum kCJt.t.tl.tll pcnftclo!attn f •• 
l"rvt:'lrr._•ntt•nt <11 t.ny,kttn~~· · n P1uvin"'1 Sulawt:'it i)ftrtu; 

b . md.Lk!!,tlHLluw Jl<"lotih.,n f rroituWJ kcp.l<ht Pani:in/ PcJnb.lt 
flC"nft.u'l rum/ UI.P d nn Pc:nycd1.1 BM!lnR/JM~ untuk mc:n~uMni 
i~tcm t' Prr.x-urvnti'Tlt; 

c-. mcln.k::tnJlt'lknn pelny:mun kc pndH r .lnitin / Pt;abat 
~ngndo(ln / ULP dnn l'enynliu n .ernnc/ Jnsn di maomg ma$inK 
wilnynh kcdnnyn; 

d . a<bagai Peny~dio lnformnsi d .. n KonMJIIan llldpd!!.sk} }':lOG 
mcl~i Panltln/~ubat Pc nnndMn jULP dnn P:enycdm 
Daru.ng/Jua yang ~rkAitan dcng.m M:\lt'm ;• PrCX'llrt.'mt'rlt 

e. aebogal pc:nyedin infontl4t~i d ctn dutn -da ta y.mg ber kalcan 
denpn proaea penpdaon bnrnng/ jMn yuntc tc:l.th dtlakuka.n 
olc:h Pt-ngguna untuk k.c:pentingun pro, cs aw.tst. 

f. mc:l4ksan.akan ketatausahann Unit l.PSF;; 

g. me~ evolunsi d4n pdnpornn pcl~ks.·mn.1n t\c:g:ts: 

h. melaks.anakan tUS$\!I• tugna luin ynf\ 1'( cl ibc:rik;tn oleh Cubcrnur 
Sulawesi &rut KIU3l dc:ngnn tu~ns dan h mf:'L"Y·'-

Pcngeloln dc.ililm melnkSAnokun tus.a:osnya lx:rt.w~~m~ jawab 
kc:pado Oubemur Sul4wc:ai Barat mdalui S~kretoris Ooemh. 

&pUt. blaya yang timbuJ akibat dllctupkonnyu Keputuw n ini 
dibebe.nbn kepndn AnBPra.n Pcndap.uan dan Uclanj l Dncr<&h 
Provina:i Sula~al Barat po.da pos An~tJ'mn 0 1n n'l )(ornuniku~i. 
lnfornuatika, ~rsandian dan S~tistik Ouc:nah Provin!li S ul.•wc:$1 
Barat. 

Kc:putusan lni rm,llnl berlaku aejo_k tunsgnl 3 Jnnuuri 20 l 7 . 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN OUDERNUR SVLI\Wl".St DARAT 
NOMOR : 188,4/80/SUL'IA-/l/2017 
TANOOAL : 6 JANUUI 2017 
Tf;NTANO : PEMOENTUKAN PENOEU>l~ UNtT LAYANAN PENOAOMN 

DARANO/JASA SECAR.t\ ELEKTRONIK Pl<OVJNSI SUlAWESI DARAT 
TAHUN ANOOARAN 2017 

SUSUNAN PEMOELOLA Ul'fl'r t.\YAMAif PENOA.DMH BAR.UCO/JASA 8£CARA 
ELEKTRONIK (LPSEJ PROVJNSI SULoAW£81 BARAT 2017 

- KEDUDUKAN No NAMA JABATAN DA'LAM LPSE 
Ka. Olnaa Kominto, 

1. Ort. H. MUZAKKIR KULASSlt, MM Per tan diM dtlll Statlatlk Ketua 
Oaerah 
Ka. UPTD I.PS~ ·Dlnaa 

2 . Ora. ADD. AZIS OJADA, MM J(omlnfo, Pc:nM<llm dan Sekretarla 
Stllltllltlk 

3. M. YAMlN SALEH. Sll, M.AP 
Ka. Sekai t..yanan lnfonaaal 
Dlnu Komlnfo, Ptraandlan Admin Agency 
dan Stathulk Darrah 
Ka. Sekel Pemberda_yun dan 

... FACHRU RAZI, S.Jp Pemanfoata.n 11K Olnat Vcrifikator 
Kom.info, Peru.ndian dan 
SlatlaUk DMrah 
Slaf Din at Komi.nlo, 

5. AOUSRAN, ST PcnandlM dan Statbtlk Vc:rinkator 
Daerah 

G. JRWAN ROMO, SH 
Ka. Subaa Tala Uhha Dina• 
Komlnto. PereandJan dan Helpdetk 
Statiat1k Daerah 
Stat Din at Koml.nto, 

7. OMAR QASHAS, S.Kom Perundian dan Statlatlk Hclpdnk 
Oaerah ! 
Stat Dina a KocnlnCo, 

8. HAFRJYANSAH HF ADANAI, S. Kom Peraandian dan Statiatilc 
AclminPPE ~ Daer•h - Stat Din at Komin!o, Admin 9. MADHU~,ST Pctaancllt.n dan Statlatilc J.nngM Oaerah - -- Stat Din at Kominfo. 

10. JAYAOI JUANA Perundian dan St.atl1tik Tenogn 
Oatrah Adnt1nlatrul - -Stat Dina a Kominfo, 

Ten~&" lt. SUOIRMAN PertAAclian dan ~t.atiatik I 
Daerah Adminlauaa• 

__.J 

PJ. OVBB~~LAWESI BARAT, 

' ->---q' 
CARLO B. TEWU 
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OUBERHURSULA~IDARAT 

KEPUTUSAH OUD£1UtUR SULAWESI DARAT 

NOMOR 168.4/402/SULBAR/YI/20 17 

1'PTA.If0 

PERUBAHAN ATAS K&PUTUSAN OUDERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 
188.4/145/SULBAR/11/2017 TEHTANO PENOANOKATAN PERSONIL UNIT 

LAYANAif PENOA.DAA.N DAM KELOMPOK KICRJA PICMOADAAN BARA.NG/.JASA 
PEMERINTAH PROVJNSI SULAWESl BARAT 

Menimbnng 

Mengjngnt 

GtTBERMUR 8Ut.A'We81 BARAT, 

o. bahwa Keputusan Oubemur Sulawesi Bt\rnt Nomor 
188.4/145/SULBAR/If/20 17 ten tang rengnngkttuan Personil 
Unit Loynnan Pena.ndonn don l<elompok Kerjn Lnynnan 
Penpdaan DarangjJasa Pemerintnh Provinsi Sulnwel'li Dru-nt, 
perlu d iubah karena adonya perubl\hAn l<etun Unit l.Qynnnn 
Penpdaan Barang/Jasa dan pennmbnhan personil p::u1o 
Kelompok Kettja Layanan Pen£lldttan Dnrans/Ja.om; 

b. bahwa berdaaarkan pert.imbangRn s.ebngl\imnno dlmaksud 
pada hurur a. perlu mtnetapkan l<eputusnn Oubemur ttnton& 
Peubahan Ataa Keputuann Oubemur Sulawesi Dnrnt Nomor 
188.4/145/SULBAR/11/2017 tentong Pengnngkotnn Personil 
Unit Layanan Pensadaon don Kctomp<>k Kcrjn Pengndaan 
Barang/Jasa Pemerintah Provinsl Sutaw(sl DnrDt; 

I . Undang-Undnng Nomor 17 Tnhun 2003 tcntnng Kcunngnn 
Negara (Lembnran Negora Repubtik lndonc:sln Tnhu n 2003 
Nomor 47, Tnmbahon LembtLron Negnrn Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentnng 
Perbendaharaan Nepra (l.emboron Nes:un Republik lnctonrttin 
Tahun 2004 Nornor 47, Tnmbtlhnn lembnrnn Negnrn Rcpublik 
Indonesia Nomor 4355); 

3 . Undang·Undnng Nomor 26 Tnhun 2004 tentang flemt)(l\tuknn 
Provinsl Sulawesi Onrnt (Lembnron Negaro Rcpublik lndonesin 
Tnhun 2004 Nomor 1 OS, T~mlmhun ~mb(mln Ncgnru 

· Republik Indonesia Nomor 4422); 

4. Undang-Undnng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pomerinto.hnn 
Daerah (Lembnran Negora Republik Indonesia Tnhun 2014 
Nomor 244, Tambahan ~mbaran Negora Republik tndonesin 
Nomor 5587} aebagaimnna telah diubah beberapa kali, 
terakhlr dcngan Undang-Undang Nomor 9 To.hun 2015 
tentang Perubnhan Kedun Aras Undang-Undnng Nomor 23 
Tnhun 2014 tentang Pemerintahnn Oncrnh (Lembaran Ncgarn 
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Republfk lndonesls\ Tnhun 2015 Nornor 58, Tnmbohon 
l.embnron NeRnrn Republlk lndone~tiJt Nomor 5679)~ 

5. J'craturnn rtmerintah Nornor 29 Tnhun 2000 tentAng 
Penyelen88nrarm Jnsn KonstrukHi (Lembnrnn Negnra Republik 
Jndonea'a 'tahun 2000 Nomor 6•t. Tombnhnn t.embamn 
Neg.Rro RepubHk Jndone&in Nomor 3?56) sebogt•imnna telah 
diuboh bcber-opn knli. cernkhlr dengan Pernturnn Pemcrintah 
Nornor 54 Tahun 2016 tentnng PcruhntH•n KctigA At .. s 
PertUUf'l\n Pemerintnh Nomor 29 Tnhun 2000 tem~tnR 
Pcmyelen883rttnn JcuJn Konstrukst (Lcmbnron Negara RepubHk 
Indonesia Tn.hun 2016 Nomor 243. Tnmbohan Lembaran 
N'eprft R~pubUk lndones•n Nomor 5949~; 

6. Peraturan Pcrnerintah Nornor 58 'tnhun 2005 tentang 
PcngeloJann Keunngon Dnernh {l..eml>cu·nn Negnrn Republik 
lndoneaia Tahun 2005 Nomor 140, Tombohan Lembnran 
Negora RepubHk lndone!tln Nomor 1'1578}; 

7. J)erlltUron Pemerintnh Nomor 27 Tnhun 2014 tentang 
P.engrlol~tan Dnrnng Millk N<-gfarn/Dnernh tLembnrnn Nesnra 
RepubJik tndoneain Tahun 20 I 4 Nomor 92, Tambnhan 
Lembar~n Negam Rcpublfk JncJone~ln Nomor 5533}; 

8 . PeratUrAn Prcslden Nomor 5·~ Tnhun 2010 tentnna PengndAnn 
Llo.rans/Jaaa Pemtrlntnh Bebngnirnann teh.\h diubah beberapa 
kaJi terakhir denpn renuurnn Pretldcn Nomor 4 Tahun 20 l 5 
tontana Ptrubahan Keempat Alas Peraturan Prcsidcm Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengndoan Barans/Jnao Pemerintnh 
(l.embaran Nepra RepubUk lndoneAia Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambah4n Le-mbnrnn Negara Republik Indonesia Nomor 
5642); 

9. Peraturan Menteri Oalnm Ncgeri Nomor 13 Tnhun 2006 
tentang Pedorn4'n Pengelolnnn Keuong.nn Dnernh aebagnirl'IC\nll 
telah dlubah beberapn kall. terakhir dcngnn Peratumn 
Menteri Oalam Neserl Nomor 2l Tnhun 20 ll tentnng 
Pedom&n Pengelolnnn Keuangs\n Dncrah; 

10. Peratura.n Menteri Dalnm Nc:geri Nomor 99 Tahun 2014 
tentang ~oman Pembentuknn Unit Loynnnn Pengadnan 
Barans/Jaea Pemerintah Dl LlngkunRnn Pemerintah Provtnai 
dnn Kabupaten/Kota; 

11 . Pc:raturan Menteri Dnlam Ncgcri Nomor 19 Tnhun 2016 
tcntans Pedoman Pc:ngelolnnn &rnng MJHk Dnerah (Ucnra 
Nepra Republlk Indonesia Tnhun 2016 Nomor 547); 

12. Peraturan Daerah Provinai Sulnwcal Btuat Nomor 6 Tnhun 
20!6 tentang Pembentukan dnn Suaunan Pc:rangkat Dncrah 
Ptovlnat SuJaweei Darnt {Lembarnn Onerah Provfnai Sulnwea' 
Barat Tahun 2016 Nomor 6. TnmbRhan Lembart\n Dnc:rah 
Provlnat SulRwcal Barat Nomor 79)• 

13. Peroturan Dnerah Provlnai Sulnweal Barnt Nomor 8 1nhun 
2016 tentang Anggnran Pendapatnn don 13c1nnjn Dncrnh 
Provlnat Sulawesi Bnrat iahun Angaran 2017 (Lembl\rnn 
Daeroh Provinsl Sulnweaf Dnrnt Tahun 2016 Nomor 8]: 

14. Pmturan Oubemur Sulowosi Oarat Nomor 40 Tnhun 20l6 
tentang Kedudukan, Tug.na dnn Fungsi, Su15unnn Orgnnlsaai 
dan Tata Kerja Sckrctnriat Dncrah dnn Sekretorint Dewan 
~rwaldlan ~o~al_ Dncrah Provinai ~~l_a~~~l Barat tBeritA 
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, 
IS. f'-'::rot\ufin Oubcmur Sulawt>si nnmt Nomor 52 T'nhun 2016 

tentn.ng Pet~n.b.'ltnn Anr.r;mH' Pentl:,p."\tan dan lkJR·~ja Daerah 
Pro\<inti Sulawc$i llntnt Tahun i\nHF.Man '2017 (Oent.a Oneroh 
Provi.fuJi Sulawc--lJi ll:if'Ul Tnhun 2016 Numor S2): 

J6, Pt-nltUran Oubemur Sulllwe~i O<:lrnt Nomor S Tohun 2017 
tent.a.ns Unit Lnyruu\.n l~ng.".ld":\.n BBmng/Jo.i.'l PemerintAh 
(Berita Datf\'ih Provhui SulaW<"3i llatfit Tahun 2017 Nomor 5); 

Mcmperhntjkan Surat Kc-p.."\13 Bag}~t\ Pelttn.ng:m U.-.mntt/Jaso Biro 
PerekonomiAn dan Admlnilitrasi l'~mbangunan Sd<rc·tarlat 
Oaerah Provinsi Sultl.we$1 Bt\mt Nomor 0'29/'289./VI/2017 
~rilutl Ptn'I'\Ohon..OJ\ ~ruunoohan Anggota. POKJA Ptny,.'lda:.n 
IMrans/Jau Unit l.."\ya.nan J>~ngndann Oatang/JAu ~ 

Menctnpknn 

KESAfU 

KEDUA 

K£110A 

KE£1'o1PAT 

Men~bt\h Keputusnn Out>t-mur Sula-.-.·tsi Bamt Nomor 
188.4/145/SUtBAR/U/2017 tc.--ntat'lt rengan,skalan Pcnoni\ Unit 
1.1\yannn Penga.daan d:m Kelompok l<elja Penpda.an Baran.&!Ja.$0. 
~mt>ri.ntah Provina Sulawesi B.•.mu dengan mengub.ah nomor urut 
l I.Ampinm I dan mt-nomoo.h nom.or urut 13 ~·mpai dengan nomor 
unn 30 Lampira.n II scbagoimona terca.ntum pada Lampiran 
Kcputus."n ini. 

Personil Unit Laya.nan P~n&~nan Banu1sJJa.sa d.Ml t<etompok 
Kerja (POKJA) tebapimana dimaksud pada diktum KESATU. 
melakanakan tup• t.ebapimana tercantum dala.m diktum 
KEDUA dan d i.ktum KETIOA-Keputu$(m Qubemur Sulaw«i Barat 
Nomot" 188.4/HS/SULBAR/11/2017 tent.ang Pengangkatan 
~nil Unit L&yanan Pen&adun dan Kelompok Kerja Penpdaan 
Batani/Jaa Pt'merintab Provinll Sula"·esl Barat. 

Septa biaya Yan& timbul akibat ditetapkann)'A Keputusan ini 
dibebankan pada Anw.ran Pendapatan dan Btlanja Daerah 
Pro\inli Su.laweaa &rat. 

Kt>putusan ini mulai betlaku pada. ranggnl ditetapkan. 

Oit:etapkan di Mll•uJ u 

pada U.ngpl 21 J""* 2011 

GU'BERJWR SULAWESIBARAT, 

SaUQan X.putuaaA ini ditembuskan kepada : 

l . lnspektur Oaerah Provinsi Sulawtaf Barat di Mamuju· 
2 . Ke~la BPK~D Provinai Sulawesi B&rat di Mamuju~ ' 
3. M•r.•n&·~S.Jng yang benanakutan untuk di\ceta.hui di itmpat. 
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I 
LAMPIRAN I 
NOMOR 
TANOOAL 
Tr:NTANO 

KEPUTUSAN OUOERNUR SULJ\WL-:SI BARAT 
188.4/402/SULBAk/VJ/2017 
1t JUNI 2017 
PERUOAJ IAN ATAS KEPUTUSAN GUOEimUR SULAWESI 
BARAT NOMOR J 88.4/145/SUI..DAR/ll/2017 TENTANO 
PENOANOKATAN PEI~SONIL UNIT w\YANAN 
PENOAOMN DAN KELOMroK KERJA rENOI\01\1\N 
BARANO/JASA PEMF.RlNTAII PROVINSf SULAWESC 
BARAT 

SUSUNA.N PERSOifiL UNIT LAYANAN PBNOADAAH BARAM'G/JASA 
PtM1tRJNTA.H PROVJNSI SULAWESIBA.RAT 

IT.. f KE1'UA -·- - I':-- I tfAMRUL.LAU SAID. ST - . 

L___.. ______ -...L ___ -~.._N_IP_. _197705 17 200604 1 015 

GUBEMUR SULAWESI DARAT. 

I 
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LAMPIRAN II 
NOMOR 
TANGOAL 
TENTANO 

KEPlJTU , SAN GUOE~NUR SULAWf;sJ UARAT 
188.4/402/SUL8AR/VI/20 t1 
21 JU~I 20 17 

PERUOAHAN ATAS KEPUTUSAN GUDL::RNUR SULAWF..SI 
DARAT NOMOR 188.4/145/SUUlAR/fl/2017 TENTANO 
PENOANOKATAN PERSON!~ UNIT LAYANAN 
PENOADMN DAN ICELOMPOK KERJA P£NGAOMN 
BARANO/JASA PEMERINTAfl PROVJNSI SULAWt:SI 
BARAT 

KELOlttPOK K.ER.JA PEJfOADAAN DA.RANO/JASA P£M£RlNTAJI PROVJNSI 
SULAWESI BARA1' 

ao llAMA IIIP I 

13. ~JUHMtMAD NIZAR, SP.,Mt.IA 19790806 200902 l 002 

t 

i 
!4. OWl NOVAUTAT.A. ST. ,t.En« 19861116 201101 2 01S 

15. PAJRIANI OJAFAR. STP .• a.tMA 198010l0 200604 2 054 

16. AONAN.SP 19790404 200604 1 024 

17. WANDI MAHENDRA. A. Md 19871231 201101 I 017 

18. SYAMSIR. St;., M. A. P 19751231 2006<» 1 071 
I 

19. HJDAYA.T, S& 19820216 201101 1 OJ 1 

20. A.NSARADDU. SP l981ll30 201001 I 0.21 I 
2l. HAMRCLLAJ-1 SAI.D. ST 19721217 200312 1 010 

22. MUtt NURA.MAff 19830130 201101 I OOS 

23. MUll. lQBA.l. MUSTAMIN. SP\. t.tM 19721217 200312 l 010 

24. NURMALA. 00. K.AHANO, ST l9771il0 100902 2 00.2 

25. D£0£.N SUKMA RlYA.NTO, A. Md 198403.25 20 II 0 I l 007 _j 26. OIROAHAYU M. YUsnSJA, ST 19850712 101001 2 016 

27. A.L.FR£0 StMAHJUNTAK. ST 19781005 101001 'J ~) -
2$. · VUSMJDARWA11 B, S1' 19770111 10101 1 Oli• --
29. FA.RJD WAU, SE l9801014 20lO(H 1 016 

30. RAJtMI NAJAMUDDIH, ST 19330315 2014081001 

GUD£MUR SULAWESI BA.RAT, 

~ 
H. Jf. AU BAAL MASDAR 
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LAMP IRAN 

SPESIFIKASI 

PERALATAN SERVER PADA 
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FOTO WAWANCARA 

DENGAN PENGELOLA 

LPSE, ULP DAN PENYEDIA BARANG/JASA 
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W A W ANCARA DENGAN PENGELOLA LPSE 
BAPAK MYS,SH,MAP 

SEBAGAI KASIE PELAYANAN INFORMASI DINAS 
KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH 

PROVINSI SULAWESI BARA T 
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W A W ANCARA DENGAN KETUA ULP 
BAPAK HS, ST 

SEBAGAI KETUA UNIT LA YANAN PENGADAAN(ULP) 
PROVINSI SULAWESI BARAT 
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W A W ANCARA DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA 
BAP AK RK,ST ,SPD 

SEBAGAI PENYEDIA DI PROVINSI SULAWESI BARAT 
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